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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa ṡ es (dengan titik di  atas ث
 Jim J Je ج
 Ha ḥ ha (dengan titk di ح
bawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش





 Dad ḍ de (dengan titik di ض
bawah) 
 Ta ṭ te (dengan titik di ط
bawah) 
 Za ẓ zet (dengan titk di ظ
bawah)  
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 hamzah , Apostof ء
 Ya Y Ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 







Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fatḥah A A ا َ
 Kasrah I I اِ
 ḍammah U U ا َ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 







a dan i 
 
 ى وَ 
 











Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 













ِ|ِ...ىِ   ...ا 
fatḥahdan alif 
atauyā’ 
Ā a dan garis di atas 
 kasrah danyā’ I i dan garis di atas ى
 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas ىو
 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 




Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ِّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  .(maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i,(ىِىِ 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
 alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang)ال
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an(dari 




tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh.= 
9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
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 Pokok Permasalahan dari Penelitian ini adalah Keabsahan Syarat Sahnya 
Perjanjian tentang Transaksi melalui e-commerce yang dilakukan oleh anak 
dibawah umur, yang dibagi kedalam dua sub pembahasan yaitu pertama 
bagaimana keabsahan perjanjian dalam transaksi e-commerce menurut Pasal 1320 
KUHPerdata dan kedua bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam 
melakukan transaksi e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur. 
 Jenis penelitian penulisan ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan 
dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yakni berkaitan langsung 
dengan topik permasalahan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, 
jurnal, ensiklopedia, hingga karya tulis lainnya yang berkaitan dengan 
permasalahan. Teknik pengolaan data dan analisis data dilakukan dengan cara 
memperoleh, menelusuri dan menganalisis bahan pustaka serta dokumen-
dokumen terkait, editing, mereduksi data serta penarikan kesimpulan. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian melalui e-commerce 
dinyatakan sah dan dinyatakan lahir saat tercapainya suatu kesepakatan mengenai 
objek yang diperjanjikan, dan tidak terlepas dari apa yang telah secara dasar 
diamatkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata dengan menggunakan media elektronik 
sehingga kontrak tidak terwujud secara tertulis. Kemudian transkasi e-commerce 
dilakukan oleh pihak yang salah satunya di bawah usia, perjanjian tersebut 
dianggap sah selama tidak merugikan kedua belah pihak, dan pihak yang di bawah 
usia tersebut paham mengenai perjanjian yang harus terpenuhi serta bertanggung 
jawab atas apa yang telah disepakati. Akibat hukum dari perjanjian e-commerce 
adalah sah menurut hukum apabila memenuhi syarat perjanjian1320 KUHPerdata 
selama terpenuhi unsur syarat subjektif dan objektif.  
 
Implikasi penelitian yakni diharapkan adanya revisi UU ITE khususnya 
bukti elektronik atau pembaruan peraturan yang mengatur tentang perjanjian 
khususnya bertransaksi secara online sebab sukar untuk mengetahui pasti pihak 
yang terlibat dalam transaksi dan demi menghindari terjadinya wanprestasi.  











A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini 
bergerak sangat pesat dan tidak bisa dihindari. Perkembangan terhadap teknologi 
informasi dan komunikasi akan terus berjalan seiring dengan pemahaman manusia 
terhadap ilmu pengetahuan. Manusia sebagai subjek dari terlaksananya teknologi 
informasi dan komunikasi harus menjadikan hal ini sebagai cambuk motivasi 
untuk terus belajar dan berinovasi. Berkembangnya teknologi informasi dan 
komunikasi berimbas pada akses dunia berlangsung tanpa batas (borderless) dan 
terjadi perubahan sosial secara signifikan di masyarakat. Walaupun begitu, 
keberadaan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak positif tetapi 
tentu saja tidak terhindar dari dampak negatif pula. 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang 
masa kini sangat banyak dan hampir memenuhi segala aspek kehidupan 
masyakarat. Salah satunya ialah penggunaan internet (interconnection network), 
informasi dan komunikasi yang paling lazim di manfaatkan di pelbagai kegiatan 
dengan mudah, seperti dalam menjelajah (browsing), memperoleh data valid, 
mengunduh dan mengunggah, bertukar pesan lewat berbagai aplikasi, hingga pada 
bertransaksi jual-beli.  
Indonesia sendiri berada pada urutan ke 6 negara dengan pengguna 
Internet terbesar di dunia dengan ruang pertumbuhan jumlah pengguna internet 
mencapai dua digit setiap tahun.
1
 Hal tersebut menjadikan semua kegiatan 
masyarakat saat ini sangat bergantung dengan internet, contohnya pada sektor 
perdagangan. Seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi yang didukung 
dengan teknologi computer yang semakin canggih, menjadikan saat ini teknologi 
informasi menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi dalam setiap 
sudut dunia melalui media internet. Internet sebagai suatu jaringan kerja 
komunikasi (network) yang bersifat global, mampu menciptakan hubungan 
                                                             
1
 Situs Resmi Kominfo Republik Indonesia, Artikel Indonesia Terbesar Penggunaan 
Internet di Dunia, https://www.kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-




koneksivitas antara perangkat-perangkat, baik yang berbentuk personal maupun 
publik. Aktivitas bisnis ataupun perdagangan dengan basis teknologi internet 
disebut sebagai electronic commerce (e-commerce) dan saat ini dalam pengertian 




Keberadaan internet pada sektor perdagangan juga berakibat pada 
munculnya revolusi sistem pembayaran yang dulunya konvensional (cash) 
menjadi sistem elektronik (non cash). Hal ini kemudian dimanfaatkan bagi 
sebagian kalangan khususnya bagi para pelaku usaha untuk melakukan sistem 
perdagangan.  Pelaku usaha memanfaatkan teknologi ini untuk menghasilkan 
revenue stream atau sumber pendapatan bagi para pelaku usaha yang mungkin 
tidak dapat disediakan pada cara konvensional. Salah satunya diwujudkan dengan 
cara transaksi jual-beli melalui internet atau disebut e-commerce, dimana proses 
transaksi jual-beli ini dapat dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa bertatap 
muka secara langsung. Dasar Hukum mengenai implementasi e-commerce atau 
transaksi elektronik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE), yang kemudian telah dimuat dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4843
3
. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik telah disebutkan bahwa : 
Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik 
lainnya.  
 
Wujud dari e-commerce atau transaksi jual-beli online ini bergerak lebih 
luas bagi masyarakat dalam memilih produk barang/jasa. Era industri generasi 
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keempat erat kaitannya dengan pemanfaatan internet. Bisnis toko online sebagai 
pembawa perubahan dalam bertransaksi yang pada awalnya konsumen harus 
datang langsung ke gerai toko hingga pada saat ini cukup mengakses internet 
melalui smartphone-nya untuk dapat berbelanja.  
Persentase usaha/penjual/perusahaan ekonomi kreatif yang berkembang di 
era sekarang ini menerapkan e-commerce dan mengaksesnya juga lebih mudah 
dibanding cara konvensional.
4
 Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata disebutkan Jual-Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak 
yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak 
lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan
5
.  
Dalam proses transaksi jual beli ini, para pihak yang terkait didalamnya 
melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian 
atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 
angka 17 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 
No.19 Tahun 2016, disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak 
yang dibuat melalui sistem elektronik.
6
 Dengan melihat besarnya laju penggunaan 
internet masyarakat Indonesia dalam sektor perdagangan disebabkan pula oleh 
banyaknya perusahaan maupun konsumen yang melakukan transaksi jual-beli 
secara online. Namun, yang tidak boleh kita lewatkan ialah teknologi merupakan 
hasil dari eksperimen manusia yang tentu saja juga mempunyai kelemahan 
tersendiri dalam operasionalnya. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang 
bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan 
kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif 
masyarakat melakukan perbuatan melawan hukum.
7
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Teknologi masih mempunyai ketidakpastian yang mutakhir dalam segi 
kepastian hukum.  Dalam prakteknya, pelaksanaan jual-beli online menimbulkan 
beberapa permasalahan. Masalah-masalah yang lazim timbul akibat transaksi jual 
beli melalui internet (e-commerce) ini diantaranya masalah terkait perjanjian, tata 
cara pembayaran, tidak terpenuhinya hak antara penjual dan pembeli terhadap 
objek yang diperjual-belikan, peradilan, perlindungan hukum, wanprestasi hingga 
penipuan. Contoh kasus yang terjadi akibat perjanjian jual-beli melalui online atau 
e-commerce ini ialah kasus yang terjadi di Jakarta, dimana Kepolisian Unit II 
Subdit 3 Resmob Ditreskrimun Polda Metro Jaya menangkap wanita bernama 
Bela yang merupakan pelaku usaha jual-beli tas via online di Instagram. Pada 
kasus tersebut, korban berinisial TAC melaporkan kerugian yang dialaminya 
setelah menstransfer sejumlah uang seharga Rp. 37,5 juta kepada Bela untuk 
memesan tas bermerek Chanel melalui akun online shop milik Bela bernama 
@bebebags21199. Pelaku Bela yang berjanji akan mengirimkan barang sesuai 
dengan pesanan  maksimal dua hari setelah uang ditransfer, namun ternyata 
sampai berbulan-bulan korban TAC tidak kunjung menerima tas yang ingin 
dimilikinya. Kasus lainnya juga terjadi di Kediri, Jawa Timur. Direktorat Tindak 
Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap tiga pelaku berinisal KM, TI, dan AY. 
Mereka melakukan jual beli online melalui situs BukaLapak dengan 
memanfaatkan voucher cashback yang diberikan BukaLapak untuk para pembeli 
dengan membuat akun sebagai pembeli dan penjual. Modus yang dibuat mereka 
dengan cara membuat akun dengan identitas palsu sehingga mereka memperoleh 
cashback untuk pembelian kepada penjual yang sama dan dananya terkumpul di 
fasilitas Bukadompet milik penjual sehingga hal ini menimbulkan kerugian yang 
dialami oleh Pihak BukaLapak. 
Minimnya perlindungan terhadap para pihak-pihak yang melakukan 
transaksi e-commerce sebagai permasalahan hukum yang paling sering terjadi, 
misalnya dalam segi perjanjian, dimana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 




memenuhi syarat sahnya perjanjian.
8
 Apabila terpenuhi empat syarat sahnya 
perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.  
Sebab itu, dimulai pada tahun 2008 Indonesia telah mengeluarkan 
peraturan khusus seperti UU ITE.  Dalam UU ITE telah digambarkan secara jelas 
bahwa kontrak elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan 
kontrak konvensional. Kontrak yang ada harus mengikat para pihak sebagaimana 
pasal 18 ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang 
dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Sedangkan pada 
Pasal 15 ayat (1) UUITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik 
harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta 
bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana 
mestinya, namun melihat isi dari Pasal 15 ayat (1) UUITE,  masih terbuka 
kemungkinan terjadinya wanprestasi. Dalam proses transaksi e-commerce, 
mengetahui kecakapan dari pihak yang melakukan transaksi merupakan hal 
tersulit untuk memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian secara subjektif 
dalam KUHPerdata. Jika dilihat dari sistem hukum perdata, jual beli melalui 
internet belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam transaksi jual beli tersebut 
penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk 
menentukan kapan terjadinya kesepakatan. Kemudian jika melihat salah satu 
syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kecakapan maka 
akan menjadi permasalahan jika pihak yang terlibat dalam jual beli melalui 
internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari 
identitas yang benar melalui media internet tidaklah mudah, sehingga 
memengaruhi kecakapan suatu perjanjian.
9
 
Berdasarkan pemaparan penulis pada paragraf di atas, telah menjelaskan 
bahwa transaksi jual beli online atau e-commerce rentan terjadi wanprestasi. 
Dalam pelaksanaan transaksi jual-beli online atau e-commerce, seseorang tidak 
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dapat mengetahui secara pasti apakah para pihak yang terlibat sudah cakap hukum 
seperti yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan kajian 
tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dan menganalisa lebih 
lanjut mengenai relevansi peraturan perundang-undangan transaksi jual-beli 
online dihubungkan dengan keabsahan perjanjian mengenai cakap umur para 
pihak pada Pasal 1320 KUHPerdata, yang dituangkan dalam penulisan skripsi 
dengan judul “Tinjauan Yuridis Transaksi E-Commerce yang Dilakukan Oleh 
Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Syarat Sah Perjanjian Pada 
Pasal 1320 KUHPerdata” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diajukan pokok permasalahan 
yakni: “Bagaimana Tinjauan Yuridis Transaksi E-Commerce anak di bawah umur 
dihubungkan dengan syarat sah perjanjian KUHPerdata ? Supaya pembahasan 
tidak terlalu meluas, maka dibatasi dalam sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli  menurut KUHPerdata? 
2. Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam melakukan transaksi e-
commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur? 
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 
Dalam penelitian ini yang menjadi masalah dalam fokus penelitian adalah 
bagaimana aturan hukum mengenai transaksi E-Commerce dihubungkan dengan 
syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata dan bagaimana keabsahan 
kecakapan pada syarat sah perjanjian dalam transaksi e-commerce serta 
bagaimana perlindungan hukum apabila para pihak yang melakukan transaksi e-
commerce ialah anak di bawah umur.  
Untuk memberikan arah yang sesuai dengan pokok permasalahan yang di 
bahas,  maka penulis memberikan penjelasan terhadap beberapa kata yang 




1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 
pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan 
secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. 
2. Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menurut hukum 
atau dari segi hukum. Yuridis merupakan segala hal yang mempunyai arti 
hukum dan aturan-aturan yang telah disahkan oleh pemerintah baik dalam 
bentuk tertulis (Undang-Undang) maupun tidak tertulis (hukum adat). 
Dalam suatu aturan hukum didalamnya telah termaktub peraturan yang 
berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah 
laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya 
kekacauan. 
3. Transaksi Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 
1 ayat (2) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah 
perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan 
Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.  
4. E-commerce atau Perdagangan melalui Sistem Informasi menurut Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perdagangan adalah 
Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat 
dan prosedur elektronik. E-Commerce juga diartikan sebagai kegiatan-
kegiatan bisnis yang menyangkut tentang konsumen (consumers), 
manufaktur (manufactures), services providers dan pedagang perantara 
(intermediateries) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer 
(computer network) yaitu internet.
10
  
5. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber hukum lain. 
Yakni apabila terjadi suatu hubungan hukum antar dua pihak atau dua orang, 
dimana pihak yang satu berhak untuk menuntut suatu hal dari pihak yang 
lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi suatu tuntutan tersebut, 
dalam hal ini kedua pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Berdasarkan 
peristiwa tersebut maka timbullah suatu hubungan melibatkan kedua pihak 
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yang dinamakan perikatan. Suatu perjanjian juga dikatakan sebagai 
persetujuan, sebab kedua pihak setuju untuk melakukan sesuatu.  
6. Jual Beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan adanya kewajiban 
satu pihak untuk memberikan sesuatu, dalam hal ini terwujud dalam bentuk 
penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh 
pembeli kepada penjual.  
7. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah orang yang 
belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi 
hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang 




D. Kajian Pustaka 
Pada penelitian ini, masalah yang akan di kaji mengenai bagaimana 
keabsahan perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata apabila anak dibawah umur 
melakukan transaksi E-commerce. Diperlukan banyak literatur dan referensi yang 
kuat untuk membahas penelitian ini. Referensi yang digunakan penulis antara lain: 
a. Abdul Halim Barkatullah, dalam bukunya Hukum Transaksi Eletronik 
sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di 
Indonesia. Buku ini menyuguhkan lengkap pembahasan sehubungan dengan 
Judul penulis antara lain mengenai Perkembangan Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik Berpengaruh Terhadap Pengaturan Hukum, Paradigma 
dalam Sistem Transaksi Perdagangan, Sistem Jual Beli dan Metode 
Pembayaran Transaksi Elektronik, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 
dalam Transaksi E-Commerce, serta membahas mengenai bagaimana 
Mekanisme Sanksi dan Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik.  
b. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya  Seri Hukum 
Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Buku ini menguraikan 
berbagai macam paham terkait ketentuan umum perjanjian. Buku ini 
membagi perjanjian dalam 3 bagian. Pertama membahas tentang asas-asas 
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dan ketentuan umum perjanjian, dimana bagian ini menspesifikkan kajian 
tentang asas, perjanjian yang berlaku sebagai Undang-Undang, dan Unsur-
unsur dalam perjanjian. Pada bagian kedua membahas tentang syarat-syarat 
sahnya perjanjian, dan yang ketiga membahas tentang akibat perjanjian. 
Sehingga di buku ini sangat menjelaskan secara detail terkait perjanjian 
dalam hukum perdata. 
c. Zaeni Asyhadie, dalam bukunya Hukum Keperdataan; Dalam Persepektif 
Hukum Nasional, KUHPerdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat. Buku 
ini memberikan pemahaman lebih mengenai gambaran umum tentang 
perikatan, kemudian pada bagian kedua membahas mengenai pengertian 
perjanjian pada umumnya, meliputi syarat-syarat sah perjanjian, asas-asas 
hukum perjanjian, unsur perjanjian, dan sebagainya. Serta membahas 
mengenai jual beli. Dalam buku ini memberikan definisi hukum perdata 
dalam segi hukum islam dan hukum adat, sehingga bukan hanya berpatok 
pada hukum nasional saja. 
d. Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi dalam bukunya Seri Hukum 
Perikatan; Jual-Beli. Pada buku ini, membahas tentang Jual Beli yang 
merupakan perjanjian timbal balik dan dalam buku ini, referensi yang 
ditemukan memiliki gambaran lain secara lebih luas mengenai jual beli.  
e. Marilang, dalam bukunya Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari 
Perjanjian. Penulis mendapat banyak referensi dari buku ini karena sumber 
buku ini sangat berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis 
sebab memberi penjelasan lebih lengkap mengenai Unsur-Unsur dan Teori-
Teori terjadinya kesepakatan dalam perjanjian jual-beli yang tidak 
ditemukan dalam buku sebelumnya. 
f. Shidarta dan Abdul Rasyid Ahmad Sofian, dalam bukunya Aspek Hukum 
Ekonomi dan Bisnis. Dalam buku ini terdapat banyak pembahasan hukum 
dan bisnis berkaitan dengan topik yang diangkat diantaranya mengenai 
pemahaman sekilas tentang sistem hukum Indonesia. Buku ini juga 




perikatan. Pada bagian terakhir di buku ini juga membahas mengenai hukum 
Cyber dan UU ITE dalam perspektif ekonomi.   
g. Andi Tenri Ajeng P, dalam skripsinya Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli 
Melalui E-Commerce. Pada penulisan skripsi ini terdapat banyak 
pembahasan materi yang saling berkaitan dengan topik yang diangkat 
diantaranya mengenai Tinjauan umum tentang jual-beli. Kedua membahas 
tentang tinjauan umum tentang perjanjian jual-beli melalui e-commerce. 
Ketiga membahas tentang tujuan, manfaat, kekurangan serta kelebihan 
transaksi e-commerce, serta teori-teori tentang sepakat dalam jual-beli e-
commerce.  
 
Namun yang menjadi pembeda antara penulisan saya dengan penulisan 
skripsi milik Andi Tenri Ajeng ialah, tolak ukur terhadap topik yang saya 
angkat lebih membahas mengenai bagaimana keabsahan perjanjian ketika 
anak melakukan transaksi e-commerce sedangkan dalam skripsi ini lebih 
kepada tinjauan yuridis transaksi jual-beli e-commerce dan membahasnya 
secara umum. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah proses pemeriksaan 
atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang analogis-
analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu (atau 
beberapa cabang ilmu tertentu), untuk menguji kebenaran atau mengadakan 
verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, 
sosial, atau peristiwa hukum tertentu.
12
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Dalam menggunakan jenis penelitian, hampir semua jenis penelitian perlu 
menggunakan studi pustaka. Pada umumnya, orang mengklasifikasikan antara 
studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research) tetapi 
keduanya sebenarnya membutuhkan penelusuran pustaka. Perbedaannya hanya 




Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang digunakan ialah penelitian 
kepustakaan (library research). Penelitian ini mengacu pada data atau bahan-
bahan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang diangkat. 
Sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, baik berupa buku-buku, undang-
undang, jurnal, ensiklopedia, internet, dan karya tulis lainnya yang berkaitan 
dengan topik permasalahan.  
 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Pendekatan Normatif Yuridis atau Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang 
mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di 
masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.
14
 Sehingga pendekatan 
penelitian yang penulis gunakan pada penulisan ini menggunakan pendekatan 
perundang-undangan, serta pendekatan komprehensif dengan membandingkan 
KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.   
Penelitian ini digunakan sebagai usaha mendekatkan masalah yang 
diteliti dengan sifat hukum normatif. Dalam pendekatan yuridis normatif, yuridis 
diartikan sebagai penelitian yang mengacu kepada studi kepustakaan atau data 
sekunder yang digunakan. Sedangkan normatif diartikan sebagai penelitian hukum 
yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif terkait dengan hubungan 
antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta implementasi 
dalam prakteknya. 
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3. Sumber Data  
Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. 
Peneliti  menggunakan sumber data sebagai berikut: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan sumber data berupa dokumen-dokumen 
hukum yang sifatnya positif atau mempunyai kekuatan hukum mengikat di 
masyarakat. Cohen dan Olson memberi pengertian bahwa bahan hukum primer 
adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan 
oleh Negara atau Enforced by the State.
15
 Bahan hukum primer berupa peraturan 
perundang-undangan. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh oleh seorang peneliti secara 
tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. 
Sumber data ini didapatkan dengan cara data-data yang sudah jadi yang telah 
dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara, baik secara komersial maupun 
non komersial
16
. Bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi-publikasi bidang 
hukum, jurnal-jurnal hukum, kesaksian-kesaksian ahli dalam persidangan, artikel 
atau berita, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan 
pendukung dari dari data yang digunakan pada penelitian ini.  
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier berupa sumber non hukum, karena dalam penulisan ini 
perlu memahami dan mengetahui seputar ITE (Informasi Transaksi Elektronik) 
serta sebagai sumber data pendukung penjelasan dari bahan hukum primer bahan 
hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat dilakukan dengan cara melakukan 
penelitian berupa survey atau kuisioner terkait dengan topik permasalahan yang 
diangkat, wawancara dengan pejabat yang berwenang atau mumpuni di bidangnya 
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seperti Hakim, pakar hukum, dosen-dosen ataupun dialog hasil yang substansinya 
dapat menjadi bahan hukum sekunder. 
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah studi 
kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara memperoleh data yang 
diperlukan, menelusuri dan menganalisis bahan pustaka serta dokumen-dokumen 




5. Teknik Analisis 
Tujuan Utama dari sebuah analisis adalah untuk meringkaskan data 
dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara problem 
penelitian dapat dipelajari dan diuji.
18
 Analisis data yang akan digunakan adalah 
analisis kualitatif.  
 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian ialah : 
a. Bagaimana keabsahan perjanjian dalam transaksi jual-beli menurut 
KUHPerdata? 
b. Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam melakukan transaksi 
e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur? 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini antara lain: 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 
pengetahuan khususnya di bidang hukum dengan adanya data yang 
menunjukkan bahwa bagaimana tinjauan yuridis terhadap transaksi e-
commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur, kemudian dapat 
menambah referensi penelitian tentang keabsahan syarat sah perjanjian 
melalui transaksi elektronik, sehingga dengan adanya penelitian ini 
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dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi terhadap penelitian-
penelitian selanjutnya.  
b. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan pemahaman kepada 
masyarakat tentang bagaimana keabsahan syarat sah perjanjian 
transaksi e-commerce apabila dilakukan oleh anak dibawah umur, 
sehingga dapat menjadi referensi dalam menangani permasalahan 





























TINJAUAN TENTANG SYARAT SAH PERJANJIAN  
MENURUT KUHPERDATA 
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian  
1. Pengertian Perjanjian 
Hukum bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan 
yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Arti pentingnya suatu peraturan 
hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan 
hukum lain. Hukum merupakan sistem berarti hukum itu merupakan tatanan, 
merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-
unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. 
19
 
Dengan kata lain, sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri 
dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk 
mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap 




Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengawali ketentuan 
yang diatur dalam Bab Kedua Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
dibawah judul “Tentang Perikatan – Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau 
Perjanjian”, dengan menyatakan bahwa  
“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 




Rumusan yang diberikan tersebut hendak memperlihatkan kepada kita 
semua, bahwa suatu perjanjian adalah: 
a. Suatu perbuatan; 
b. Antara sekurang-kurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang); 
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c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji 
tersebut. 
Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan 1313 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata hendak menjelaskan pada kita semua bahwa 
perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyawa, baik dalam 
bentuk ucapan, ataupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk 
pikiran semata-mata. Atas dasar inilah kemudian dikenal adanya perjanjian 
konsensuil, perjanjian formil, dan perjanjian rill.
22
 
Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian dijadikan judul pada Bab 
II dan Bab III Burgerlijk Wetboek (BW). Adanya kata “atau” diantara kata 
“kontrak” dan “perjanjian” pada Bab II dan Bab III menurut Bahasa hukum 
menunjukkan bahwa antara kontrak dan perjanjian memiliki arti yang berbeda. 
Kontrak umumnya disamakan dengan perjanjian, namun dalam bentuk tertulis 
dalam arti kontrak lebih sempit dari perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian 
atau persetujuan yang tertulis,
23
 dan pada perjanjian biasanya berbentuk lisan. 
Meski demikian, pada sisi tertentu menurut ketentuan Pasal 1234 BW disebutkan 
bahwa antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang sama yaitu keduanya 
mengandung janji atau kesanggupan pihak tertentu melaksanakan sesuatu, yang 
dalam hukum perjanjian disebut prestasi berupa penyerahan sesuatu, 
melaksanakan sesuatu, dan tidak melaksanakan sesuatu.  
Menurut Black’s Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan 
antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Poin inti yang 
tercantum pada Black’s Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai 
persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau 
tidak melakukan secara sebagian.
24
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Dalam teori, perjanjian merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu 
“overeenskomst”. Overeenskomst biasanya diterjemahkan dengan perjanjian 
bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa 
yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Sementara itu, kata 
persetujuan menunjukkan makna bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu 




Kemudian para sarjana memberi definisi tentang perjanjian menurut sudut 
pandang mereka masing-masing, diantaranya: 
a. Subekti 
Subekti mendefinisikan Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara 
dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut 




b. Abdul Kadir Muhammad 
Perjanjian menurut Abdul Kadir Muhammad ialah suatu persetujuan dengan 
mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu 
hal dalam lapangan harta kekayaan.
27
 
c. Wirjono Prodjodikoro 
Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua 
pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk 
melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak 




Steven L. Emanuel dalam M. Syaifuddin menjelaskan bahwa perjanjian 
adalah sebuah persetujuan, di mana hukum akan menegakkannya dengan berbagai 
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cara. Perjanjian setidaknya harus memuat satu janji, misalnya komitmen untuk 
melakukan sesuatu dikemudian hari. Istilah kontrak ini sering dikaitkan dengan 
suatu dokumen tertulis yang menyatu dalam persetujuan.
29
 
Sedangkan menurut hukum Islam, perjanjian berasal dari kata aqad. 
Secara etimologi, aqad berarti “menyimpulkan” atau dapat diartikan 
“mengumpulkan”  dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain 
sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.
30
  
Menurut Abdul Aziz Muhammad kata aqad dalam istilah Bahasa berarti 
tali pengikat. Hal itulah kemudian makna aqad diterjemahkan secara Bahasa 
sebagai:  
“Menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan 
sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi 
sumpahnya atau meninggalkannya. Demikian juga dengan janji halnya 





Dari definisi di atas, memperlihatkan bahwa akad adalah: 
a. Ketertakaitan atau penemuan ijab dan Kabul berakibat timbulnya akibat 
hukum; 
b. Tindakan hukum dua pihak karena aka dada pertemuan ijab yang 
mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan Kabul yang menyatakan 
kehendak dari pihak lain;  
c. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.  
Dari beberapa uraian tersebut sehingga dapat dipahami bahwa perjanjian 
memberikan fungsi yuridis. Fungsi tersebut mewujudkan kepastian hukum 
bagi pihak-pihak yang membuat kontrak, dan bagi pihak ketiga yang 
berkepentingan terhadap kontrak. 
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2. Syarat Sah Perjanjian 
Syarat sah perjanjian telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata pada Pasal 1320. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara 
penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 
32
Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa 
syarat sah perjanjian meliputi 4 unsur: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
Kesepakatan kehendak dalam hal ini dimaksudkan agar suatu kontrak 
dianggap sah oleh hukum, maka kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat 
tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima 
teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-
unsur sebagai berikut: 
1) Paksaan (dwaang, duress) 
2) Penipuan (bedrog, fraud) 
3) Kesilapan (dwaling, mistake) 
Sebagaimana pada Pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa kata 
sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan 
paksaan atau penipuan.  
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
Syarat kecakapan yang dimaksud adalah bahwa pihak yang melakukan 
kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak 
tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 1330 KUHPerdata menentukan bahwa setiap 
orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang 
menentukan bahwa ia tidak cakap.  
Ini kemudian dijelaskan batasan umur mengenai cakap hukum dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan 
batasan usia cakap seseorang yakni berumur 18 Tahun atau telah menikah sesuai 
dengan apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 47. Sebelumnya usia cakap dewasa 
                                                             
32
  Sitti Nurjannah, “Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen’, 




dalam KUHPerdata adalah 21 tahun, dan saat ini sudah tidak berlaku lagi karena 
diatur dalam perundang-undangan yang baru yaitu UU No.1/1974. 
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c. Suatu hal tertentu; 
Dengan syarat suatu hal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak 
haruslah berkenaan dengan hal tertentu. Mengenai hal ini dapat ditemukan dalam 
Pasal 1332 KUHPerdata yang menentukan bahwa:  “hanya barang-barang yang 
dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.” Sedangkan 
Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai 
sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya” 
 
Hal tersebut menunjukkan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang 
tidak tentu,asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan/dihitung. 
d. Suatu sebab yang legal.  
Suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/alas an yang sesuai hukum 
yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang 
bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh Undang-
Undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum.  
Para ahli hukum telah sepakat bahwa yang dijadikan syarat umum yang 
sifatnya mendasar terhadap sahnya suatu perjanjian adalah sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 1320 BW.  
Sementara itu, hal berbeda disampaikan oleh marilang mengenai syarat sah 
perjanjian ini. Menurut Marilang: 
apa rasionya sehingga hanya syarat yang telah ditentukan oleh Undang-
Undang atau hukum yang diakui sebagai syarat untuk sahnya perjanjian? 
Pertama, karena hanya syarat yang sah mendapat jaminan dari hukum 
untuk dilaksanakan baik secara sukarela maupun melalui eksekusi setelah 
mendapat putusan dari pengadilan. Kedua, karena jika patokan umumnya 
tidak ditentukan oleh Undang-Undang atau Hukum, maka bisa saja ada 
pihak-pihak tertentu mengadakan perjanjian dengan menentukan syarat 
sesuai kehendak bebas dari pihak tersebut, sekaligus bisa juga salah satu 
posisi pihak lainnya yang lemah. Ketiga, syarat umum yang ditentukan 
oleh undang-undang atau hukum menjadi alat kontrol terhadap semua 
syarat perjanjian yang disepakati oleh mereka yang mengadakannya. 
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Keempat, untuk menjamin terjadinya kepastian hukum sebagai salah satu 






3. Asas-Asas Perjanjian 
Secara umum, ketika suatu subjek hukum melakukan perjanjian, perlu 
mengetahui bahwa dalam perjanjian mengenal asas-asas yang berlaku. Asas-asas 
yang terkandung pada KUHPerdata tersebut antara lain: 
a. Asas Konsensualisme 
Asas konsensualisme berarti bahwa perjanjian dianggap telah terjadi saat 
adanya consensus atau kesepakatan oleh pihak-pihak yang bersepakat. Asas ini 
juga telah mempertegas isi Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya 
kata sepakat di antara para pihak yang membuat perjanjian. Asas Konsensualisme 
ini juga berkaitan dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menentukan bahwa setiap 




b. Asas Kebebasan Berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak telah diatur pada Pasal 1338 ayat (1) 
KUHPerdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini juga 
mengandung makna bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun, 
baik yang telah diatur secara eksplisit ketentuannya dalam Undang-Undang 
maupun belum diatur.  
c. Asas Kepercayaan36 
Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan 
mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara 
mereka di belakang hari. 
d. Asas Kekuatan Mengikat 
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Asas kekuatan mengikat ini adalah asas yang menyatakan bahwa 
perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian 
tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam Pasal 1340 KUHPerdata, yang 
berbunyi: “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Hal ini 
berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka 
yang membuatnya.  
e. Asas Persamaan Hukum 
Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang 
mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama 
dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, 
walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras. 
f. Asas Keseimbangan 
Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak 
memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Pihak kreditor mempunyai kekuatan 
untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi 
melalui kekayaan debitur, namun pihak debitur memikul pula kewajiban untuk 
melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. 
g. Asas Kepastian Hukum 
Asas ini juga dikenal dengan istilah Pacta Sunt Servanda atau asas yang 
berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas 
bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat 
oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas pacta sunt 
servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 
h. Asas Moral 
Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan 
sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat 
prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam zaakwarneming, yaitu seseorang 
melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai 
kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. 




Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan 
kreditur harus dilindungi oleh hukum. Asas-asas ini yang menjadi dasar pijakan 
dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian dalam 
kegiatan hukum sehari-hari.  
j. Asas Kepatutan 
Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas ini berkaitan 
dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan 
berdasarkan sifat perjanjiannya.  
k. Asas Kepribadian (Personality) 
Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang 
akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan 
perseorangan saja. Diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata.  
l. Asas Iktikad Baik (Good Faith) 
Asas iktikad baik atau Good Faith telah tercantum pada Pasal 1338 ayat 
(3) KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad 
baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak kreditor dan pihak debitur harus 
melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang 
teguh dan kemauan (yang) baik dari para pihak. 
 
B. Tinjauan Jual-Beli Menurut KUHPerdata 
1. Pengertian Jual-Beli 
Di dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata, Burgerlijk Weatboek 
(BW) mengatakan bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan, dimana suatu pihak 
mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk 
berwajib membayar harga (prijs) yang dimufakati antara mereka berdua. Dan 
selanjutnya Pasal 1475 BW mengatakan, bahwa penyerahan (levering) ini adalah 
penyerahan (overdract) barang oleh penjual ke arah kekuasaan dan pemegangan 
pihak pembeli. Jual beli tersebut merupakan suatu perjanjian timbal balik dalam 
mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas 








Wirjono Prodjodikoro mengatakan, “jual-beli adalah suatu persetujuan di 
mana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak 
lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”. 
Dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi: 
“Jual Beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah 
mereka telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun 




2. Hak dan Kewajiban dalam Suatu Perjanjian Jual-Beli 
Hal-hal mengenai perjanjian jual beli pada dasarnya meliputi kewajiban 
pihak penjual maupun pihak pembeli. 
a. Kewajiban Penjual 
Ada dua kewajiban utama dari pihak penjual, yaitu:
39
 
1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. 
2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung 
atas cacat-cacat tersembunyi.  
a) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. 
Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang 
menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan barang yang 
diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli.  
b) Menanggung kenikmatan tenteram atas baramg tersebut dan 
menanggung atas cacat-cacat tersembunyi. 
Dalam hal ini ada dua hal yang dimaksudkan: 
- Menanggung kenikmatan tenteram atas barang, maksudnya 
adalah penjual harus menanggung bahwa pihak pembeli terbebas 
dari gangguan pihak ketiga dalam menikmati atau memanfaatkan 
barang atau benda yang dibelinya. 
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- Kewajiban untuk menanggung cacat-cacat yang tersembunyi, 
maksudnya adalah cacat-cacat yang membuat benda atau barang 
objek jual beli tersebut menjadi tidak dapat dipakai untuk 
keperluannya sehingga mengurangi pemakaiannya.  
 
b. Kewajiban Pembeli 
Kewajiban utama pihak pembeli adalah membayar sejumlah uang 
pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan saat melakukan 
perjanjian. Sejumlah uang tersebut harus berupa sejumlah harga. Dalam artian 
“jual-beli” itu sendiri seyogyanya telah diketahui bahwa di satu pihak ada barang 
dan di pihak lain ada uang.  
Pada Pasal 1514 Burgerlijk Weatboek (BW) dijelaskan bahwa jika pada 
waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu 
pembayaran, maka si pembeli harus membayar di tempat dan waktu di mana 
penyerahan (levering) barangnya harus dilakukan.  
Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual dapat 
menuntut pembatalan perjanjian kepada pembeli sebagaimana halnya pembeli 




3. Jual-Beli menurut Perspektif Hukum Islam 
Menurut pengertian syariat Islam, secara Bahasa jual beli dapat diartikan 
sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara’ artinya menukar 
harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (‘aqad).  
Secara terminologi, jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh 
pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang 
disepakatinya. Menurut syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar 
saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat 
dibenarkan. Jual beli atau bay’u adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang 
dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan 
                                                             




menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad. Intinya, antara penjual dan 




a) Ayat Al-Qur’an tentang Jual-Beli 
Dalam agama Islam, secara umum dan praktik jual beli dikenal dengan 
Istilah “Muamalah”, yaitu tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi 
manfaat dengan cara yang ditentukan, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, upah-
mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, dan kegiatan usaha lainnya.  
Bentuk dari Muamalah yang dibolehkan Allah SWT contohnya jual-beli, 
yang dapat dijumpai dalam Firman Allah SWT QS. al-Baqarah ayat 275 : 
ِلكَ  َذ َٰ َۚ س ِ َال م  َِمن  ان  بَّط ه َالشَّي ط  َالَِّذيَي ت خ  اَي ق وم  َك م  َإَِلَّ ون  َي ق وم  ب اََل  َالر ِ َي أ ك ل ون  َالَِّذين 
ََّللاَّ َال ب ي عَ  لَّ أ ح  ب اََۗو  َالر ِ َِمث ل  اَال ب ي ع  َق ال واَِإنَّم  م  ب ِِهََبِأ نَّه  َر  ِعظ ةٌَِمن  و  ه َم  اء  َج  ن  ب اََۚف م  َالر ِ م  رَّ ح  و 
اِلد ونَ  اَخ  َفِيه  َالنَّاِرََۖه م  اب  ح  َأ ص  ئِك 
َف أ ول َٰ َع اد  ن  م  ََِۖو  ه َإِل ىََّللاَّ ر  أ م  َو  اَس ل ف  م  َف ل هَ   ف ان ت ه ىَٰ
 
Terjemahnya: 
Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan 
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu 




Melihat firman Allah Swt. di Q.S. Al-Baqarah tersebut di atas 
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b) Hadist tentang Jual Beli 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya, profesi apakah yang 
paling baik? Rasulullah SAW kemudian menjawab, bahwa profesi terbaik yang 
dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua 
tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-
batasan syariat. (Hadits shahih dengan banyaknya riwayat, diriwayatkan Al 
Bazzzar 2/83, Hakim 2/10; dinukil dari Taudhihul Ahkam 4/218-219)
43
 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda: 
الَ  َو  ِر َبِالتَّم  ر  التَّم  َو  ِعيِر َبِالشَّ ِعير  الشَّ َو  َبِال ب ر ِ ال ب رُّ َو  ِة َبِال ِفضَّ ة  ال ِفضَّ َو  َبِالذَّه ِب َِمث الَالذَّه ب  َبِال ِمل حِ ِمل ح 
َ ن اف  َاْل  ص  َه ِذِه ت ل ف ت  َاخ  َف ِإذ ا َبِي ٍد َي ًدا اٍء َبِس و  اًء َس و  َبِي دبِِمث ٍل َي ًدا َك ان  َإِذ ا َِشئ ت م  َك ي ف  َََََََََََََََف ِبيع وا
ٍََ  
Artinya: 
Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, 
kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung 
diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian 
namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan” (HR. Muslim: 
2970) 
 
Hadist Rasulullah SAW tersebut telah memberi penjelasan bahwa jual-beli 
merupakan aktivitas yang disyari’atkan.   
Syamsul Anwar, dalam bukunya Hukum Perjanjian Syariah menyatakan 
bahwa aspek hukum perjanjian meliputi aneka perjanjian seperti jual beli, pinjam 
meminjam, utang-piutang, mudarabah, penitipan (bertaruh amanah), iflas (failit), 
perdamaian. Jual beli diatur dalam bab – 30, di mana ditegaskan antara lain 
dilarang melakukan transaksi yang mengandung riba. Kemudian ditegaskan 
ketentuan ketentuan mengenai rukun dan syarat jual beli, seperti para pihak yang 
harus cakap hukum dalam arti balig (dewasa) sehingga tidak sah jual beli anak di 
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TINJAUAN TENTANG TRANSAKSI E-COMMERCE  
 
A. Transaksi Jual-Beli melalui E-Commerce 
1. Pengertian Jual-Beli melalui E-Commerce 
Electronic Commerce atau yang disingkat dengan E-Commerce adalah 
kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur 
(manufaktur), services providers dan pedagang perantara (intermediateries) 
dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (computer network) yaitu 
internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang 
dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spectrum kegiatan komersial. E-
Commerce juga berarti pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan 
menggunakan jasa konsumen online di internet. Dapat pula diartikan sebagai 
suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elekronik yang menghubungkan 
antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik 
dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara eletronik
45
 
Penggunaan jual beli melalui online semakin marak terjadi, apalagi selalu 
terjadi inovasi dan pembaruan dalam situs-situs yang digunakan untuk melakukan 
transaksi jual-beli. Namun pada implementasinya, dalam sistem transaksi jual-beli 
melalui internet atau e-commerce ini umumnya produk-produk yang ditawarkan 
hanya berupa penjelasan barang disertai gambar, tetapi tidak dapat dipastikan 
kebenarannya. 
2. Klasifikasi Transaksi Jual-beli dalam E-Commerce 
Dalam transaksi e-commerce terdiri atas beberapa hal. Maka dari itu perlu 
ada klasifikasi mengenai kegiatan transaksi e-commerce. Jenis-jenis dari suatu 
kegiatan e-commerce adalah sebagai berikut:
46
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1. Business to Business (B2B), Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua 
belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini 
saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya bisnis 
tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan, atau secara sederhana 
berlangganan. Contoh sederhana dari B2B ini yaitu produsen dan supplier yang 
saling bertransaksi secara online baik untuk konsultasi kebutuhan barang, 
hingga proses pembayarannya.  
2. Business to Consumer (B2C), dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. 
Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual-beli biasa. Konsumen 
mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online.  
3. Consumer to Consumer (C2C), transaksi dilakukan oleh konsumen ke 
konsumen. Contoh dari C2C ini kerap dijumpai dikehidupan millennial 
sekarang seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sebagainya. Transaksi jual 
beli di lakukan secara online melalui marketplace. Jadi C2C disini menjadi 
perantara antara penjual dan pembeli. 
4. Consumen to Business (C2C), merupakan kebalikan dari Business to Consumer 
yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan 
bertindak sebagai pembeli.  
5. Media atau Aplikasi e-commerce, transaksi jenis ini bergantung pada sejumlah 
aplikasi dan media online. Misalnya seperti katalog, email, shopping carts, eb 
service, EDI dan file transfer protocol. Hal ini tentunya melibatkan kegiatan 
B2B (Business to Business) 
6. Intrabusiness Electronic Commerce47, kegiatan ini meliputi semua aktifitas 
internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, 
informasi dan menjual produk perusahaan kepada karyawannya. 
7. Governer to Citizens (G2C), pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya 
melalui teknologi e-commerce, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama 
antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan. 
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8. Mobile Commerce, memungkinkan pengguna internet tanpa kabel, seperti 
mengakses internet melalui handphone.   
 
3. Manfaat dan Keuntungan Menggunakan Transaksi  
E-commerce dalam implementasinya melibatkan aktivitas yang 
berhubungan dengan proses transaksi elektronik seperti transfer dana elektronik, 
pertukaran data elektronik, sistem pengolahan data inventory yang dilakukan 




E-commerce diminati karena ada alasan yang jelas, hal ini terdapat 
beberapa manfaat e-commerce yang diberikan baik kepada pemilik usaha maupun 
konsumen. 
a. Manfaat E-Commerce Bagi Pemilik Usaha 
1) Penjualan Global 
Dengan adanya e-commerce memungkinkan sebuah perusahaan atau 
pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada 
consumer yang lebih banyak dikarenakan sifat dari web itu sendiri. 
2) Pengurangan Infrastruktur Perusahaan 
Dengan adanya e-commerce, perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu 
membuka banyak cabang penjualan ataupun distribusi. 
3) Pengurangan Biaya Perusahaan/Meningkatkan Keuntungan Bersih 
Dengan adanya e-commerce, pemilik usaha atau perusahaan tidak perlu 
mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau 
gedung serta pegawai yang banyak. Hal ini akan meningkatkan 
keuntungan dengan menurunkan biaya operasional perusahaan. 
4) Pengurangan Harga Produk 
Dengan adanya e-commerce, harga barang dapat ditekan semurah mungkin 
dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat diatas, sehingga konsumen 
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lebih tertarik membeli dan jangkauan juga semakin luas dari berbagai 
lapisan masyarakat.  
b. Manfaat E-Commerce bagi Konsumen49 
Manfaat e-commerce bagi konsumen atau dalam hal ini pembeli sebagaimana 
Abdul Halim Barkatullah dalam bukunya, antara lain: 
1. Home Shopping. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehinga 
dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-
toko yang jauh dari lokasi. 
2. Mudah melakukan. Tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau 
melakukan transaksi melalui internet. Cukup mengikuti instruksi atau 
cara-cara yang biasanya ditampilkan saat melakukan transaksi. 
3. Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan 
produk maupun jasa yang ingin dibelinya dengan produk lain. 
4. Tidak dibatasi waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja 
selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, kapan dan dimana saja. 
5. Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di 
outlet toko-toko/pasar tradisional.  
 
4. Kelebihan dan Kekurangan Transaksi Jual-Beli melalui E-
Commerce 
Terlepas dari banyaknya manfaat transaksi jual-beli e-commerce yang 
telah diuraikan sebelumnya, sistem jual-beli cyber seperti ini juga memiliki 
kelebihan dan kekurangannya baik dari pihak penjual maupun pembeli itu sendiri. 
a. Kelebihan dan Kekurangan Transaksi Jual-Beli E-Commerce bagi Penjual 
1. Manajemen informasi dan komunikasi yang lebih baik, hal ini 
dikarenakan salah satu manfaat dari adanya perkembangan informasi dan 
inovasi melalui internet itu sendiri.  
2. Mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan. Hal ini terlihat dari 
sistem transaksi via online yang menjadikan pelaku usaha tidak perlu 
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untuk membangun sebuah toko atau market dengan biaya yang lebih 
besar. Cukup dengan menggunakan telepon genggam atau computer yang 
didukung dengan akses jaringan. 
3. Jual-beli yang efisien dilakukan tanpa kenal tempat dan waktu. Jual beli 
jenis ini dapat dilakukan dimanapun dengan menggunakan fasilitas 
internet. 
4. Lahan menciptakan pendapatan lebih besar yang tidak di dapatkan 
melalui cara konvensional, seperti memasarkan produk secara langsung, 
dan sebagainya. 
5. Memperoleh pengetahuan melalui diskusi melalui internet, dikarenakan 
pelanggan atau konsumen lebih mudah mendapatkan informasi atau 
memberikan masukan terhadap pelayanan seorang pelaku usaha sehingga 
terjalin komunikasi antar pelanggan dan pelaku usaha secara praktis, 
mudah, hemat waktu dan biaya. 
6. Akses pasar yang lebih luas sehingga potensi untuk mendaptkan 
pelanggan atau mengunjungi situs milik pelaku usaha semakin banyak 
dan semakin luas.  
7. Meningkatkan efisiensi transaksi, sehingga apabila seorang pelaku usaha 
memasarkan produknya, pelanggan bisa membayar harga produk tersebut 
melalui fasilitas internet seperti e-Banking yang lebih mudah dilakukan 
tanpa keluar rumah seperti cara konvensional. 
Selain keuntungan e-commerce bagi pelaku usaha, terdapat pula 
kekurangannya, antara lain: 
1) Masalah hukum atau aspek legal. Hal ini dikarenakan sulit untuk 
mengetahui pasti secara hukum transaksi online tersebut sudah sesuai 
dengan kaidah-kaidah hukum pada ketentuan keabsahan perjanjian 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 
2) Minimnya trust atau kepercayaan masyarakat terhadap transaksi jual-beli 
secara e-commerce. Masyarakat Indonesia masih lebih dominan untuk 




dengan pelaku usaha dan tidak begitu yakin dengan pembayaran cara 
online.  
3) Permasalahan dengan pengembangan web yang masih kurang. Misalnya 
apabila pelaku usaha tidak begitu paham dengan pesatnya perkembangan 
web, akan berpengaruh besar terhadap pelanggan yang akan berbelanja di 
website milik pelaku usah tersebut. Sehingga terkait hal ini pelaku usaha 
juga harus terus belajar dan paham akan teknologi. 
4) Pengguna dikenai biaya transaksi. Pada umumnya transaksi jual-beli e-
commerce ini ketika pelanggan melakukan pembayaran maka akan 
dikenakan biaya tambahan atau dikenal dengan istilah “biaya admin”. Hal 
ini berpengaruh bagi minat masyarakat untuk lebih memilih berbelanja di 
toko langsung ketimbang berbelanja via online.  
5) Informasi diretas atau peluang akses oleh pihak tidak bertanggung jawab 
seperti hacker. Misalnya pembobolan data yang dilakukan oleh oknum 
tidak bertanggung jawab seperti pembobolan kartu kredit hingga rekening 
tabungan, sehingga memicu terjadinya kerugian oleh pelaku usaha. 
6) Terhambatnya proses transaksi jual-beli dikarenakan jangkauan jaringan 
yang terganggu. Misalnya ketika banyak pesanan dari pelanggan tetapi 
karena server jaringan yang bermasalah sehingga komunikasi antara 
pelanggan dan pelaku usaha terganggu mengakibatkan pelanggan kabur 
atau kesempatan hilang begitu saja.   
 
b. Kelebihan dan Kekurangan Transaksi Jual-Beli E-Commerce bagi Pembeli 
Secara terinci, identifikasi terhadap keuntungan dan kerugian e-commerce 
bagi pembeli antara lain:
50
 
1) Lebih cepat dan nyaman dalam pembelian 
2) Pilihan produk/layanan terus ditingkatkan. 
3) Memiliki akses yang lebih banyak terhadap informasi 
4) Dapat memperbaiki harga (pasar yang lebih kompetitif) 
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5) Dapat melakukan umpan balik terhadap supplier, vendor dan biro iklan. 
6) Metode pembelian yang lebih cepat/mudah 
7) Meningkatkan tingkat ketersediaan pelayanan konsumen. 
8) Meningkatkan kepercayaan. 
 
Sedangkan pada sisi kerugian pembeli dapat ditinjau yaitu: 
1) Masalah keamanan 
2) Pembeli tidak semuanya mempergunakan teknologi yang sama. 
3) Masalah hukum/ aspek legal 
4) Bukan pengalaman belanja di dunia nyata. 
5) Tidak semua orang memiliki akses terhadap internet  
6) Kemungkinan informasi yang melimpah 
7) Konsumen takut terhadap penjual yang belum diketahui/dikenal. 
8) Akses bukan hal yang mudah bagi pemula. 
 
5. Syarat Sahnya Perjanjian Jual-Beli E-Commerce 
Pada prinsipnya, transaksi perdagangan dengan menggunakan teknologi e-
commerce sesungguhnya merupakan suatu model kontrak yang sama dengan 
kontrak jual beli konvensional yang dilakukan dalam masyarakat Indonesia. Jual 
beli secara konvensional yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia hingga saat 
ini dilakukan baik itu berdasarkan sistem KUHPerdata maupun menurut sistem 
hukum adat. Tentang perjanjian jual-beli, apabila mereka telah menyetujui dan 
bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya 
belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUH Perdata). 
Jual beli tiada lain dari persesuaian kehendak (wis overeensteeming) antara 
penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan hargalah yang 
menjadi essensial perjanjian jual-beli.
51
 
Umumnya, syarat sah perjanjian jual beli telah diatur pada Pasal 1320 
KUHPerdata, di mana Pasal tersebut juga menjadi acuan syarat sahnya suatu 
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perjanjian melalui e-commerce. Melihat uraian diatas mengenai transaksi e-
commerce dengan transaksi secara konvensional, dapat ditarik perbedaan besarnya 
adalah mengenai media yang digunakan. Media yang digunakan pada transaksi e-
commerce adalah internet, sehingga ketika terjadi kesepakatan atau kontrak adalah 
secara online atau internet. Kemudian perjanjian melalui e-commerce juga terdiri 
atas penawaran dan penerimaan di mana hal ini juga dijumpai melalui cara 
konvensional. 
Para pihak yang melakukan transaksi elektronik ini wajib beritikad baik 
dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Pelaksanaan transaksi e-
commerce ini diatur dengan peraturan pemerintah. Transaksi e-commerce diatur 
dalam Pasal 17, bunyinya:  
a. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup 
public atau pun privat; 
b. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan 
interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik selama transaksi berlangsung; 
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik 




Jual-beli e-commerce dilakukan melalui media internet bisa mempercepat, 
mempermudah transaksi jual-beli tersebut. Dalam UU ITE juga menambahkan 
beberapa persyaratan lain, misalnya:
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a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan 
berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan 
kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. (Bab II Pasal 3) 
b. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus 
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat 
kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan (Bab II Pasal 9) 
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c. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau 
pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama 
transaksi berlangsung. (Bab V Pasal 17 ayat 2) 
d. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau 
transaksi elektronik (Pasal 8) 
e. Menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung 
jawab (Pasal 15) 
f. Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada 
saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui 
Penerima. (Pasal 20 ayat 1) 
g. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara 
elektronik (Pasal 20 ayat 2) 
 
Dalam proses perjanjian e-commerce juga terdapat proses penawaran dan 
proses persetujuan terkait jenis barang yang akan dibeli antara penjual atau pelaku 
usaha dan pembeli atau konsumen. Penjual menerima persetujuan jenis barang 
yang dipilih, kemudian pembeli menerima konfirmasi bahwa pembeli telah 
membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual mengirimkan barang 
yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah proses tersebut terpenuhi, maka 
perjanjian tersebut dinyatakan selesai seluruhnya.  
 
B. Pengaturan Mengenai Sistem Transaksi Jual-Beli E-Commerce 
1. Subjek dan Objek Transaksi Jual-Beli E-Commerce 
Dengan melihat perkembangan pesat teknologi internet sekarang atau 
lebih dikenal dengan istilah transaksi e-commerce, menjadikan hal ini sebagai 
media terbaik bagi penjual ataupun pembeli untuk melakukan kegiatan 
perdagangan. Dalam transaksi e-commerce, subjek yang melakukan transaksi 
melalui e-commerce ini dikenal dengan sebutan pelaku usaha dan konsumen. 




memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen diseluruh lini 
dunia, dan konsumen membayar sesuai dengan harga barang. 
Transaksi e-commerce merupakan cara jual-beli modern yang tidak 
mewajibkan pelaku usaha dan konsumen bertemu secara langsung pada suatu 
tempat. Transaksi jenis ini dilaksanakan dapat terjadi dengan dilandasi rasa 
kepercayaan saja. Oleh karena itu artinya terkadang muncul berbagai 
permasalahan diantaranya mengenai ketidak jelasan status subjek hukum antara 
kedua belah pihak sehingga hal tersebut kadang rentan terjadinya penipuan.  
Objek dari perjanjian jual-beli dalam transaski e-commerce berupa barang 
atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha untuk konsumen. Namun hal ini juga 
menimbulkan sisi kekurangan dari transaksi e-commerce dibanding jual-beli 
secara konvensional karena secara garis besar konsumen tidak dapat langsung 
mengidentifikasi, menyentuh ataupun melihat langsung barang yang diperjual-
belikan, sehingga rentan terjadi ketidaksesuaian bahkan penipuan.  
 
2. Tempat Transaksi Jual-Beli E-Commerce 
Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk 




Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk 
dan deskripsi produk yang dijual di marketplace. Marketplace tersebut telah 
menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu 
notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contohnya yaitu 
blibli.com dan Tokopedia.com 
b. Website 
Merupakan tempat bagi seorang pelaku usaha jika ingin membuka situs yang 
ditujukan khusus sebagai milik pelaku usaha, di mana website tersebut pelaku 
usaha dapat memiliki nama dan domain sendiri menggunakan nama yang sesuai 
dengan toko onlinenya. Untuk membuat situs, pelaku usaha dikenakan biaya 
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hasting. Beberapa penyedia web menawarkan paket dan harga yang berbeda. 
Website dapat dibuat semenarik mungkin menggunakan template atau desain 
khusus dari situs tersebut tergantung dari paket yang di inginkan. Contohnya ialah 
OLX.com 
c. Weblog 
Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas bisa mengandalkan weblog 
gratis missal blogspot atau wordpress. Dengan format ini, pelaku usaha dapat 
mengatur sendiri desain dan menambahkan foto produk yang dijual. Contohnya 
yatitu aulfajriani.blogspot.co.id atau aulbouquet.wordpress.com 
d. Forum 
Salah satu tempat berjualan di internet yang paling banyak digunakan ialah 
forum. Biasanya forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas 
atau masyarakat. Untuk mengakses dan membuat postingan disebuah forum, 
pelaku usaha diharuskan sign up terlebih dahulu untuk menjadi member. 
Contohnya ialah kaskus.co.id. 
e. Media Sosial 
Media sosial menjadi tempat yang paling banyak digunakan pelaku usaha 
untuk memasarkan produknya. Hal ini dinilai lebih mudah dan konsumen 
mayoritas mengakses media sosial hampir setiap waktu. Contohnya adalah 
Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya.  
 
3. Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik 
Kalangan pebisnis saat ini berusaha untuk memanfaatkan perkembangan 
Internet sebagai strategi marketing untuk memasarkan produknya, khususnya 
dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran e-commerce diketahui lebih mudah 
dan lebih praktis ketimbang dari cara konvensional. Sistem pembayaran yang ada 
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a. COD (Cash on Delivery) 
COD (Cash on delivery) atau pembayaran di tempat. Metode pembayaran ini 
hanya untuk wilayah terdekat, atau daerah lain yang dia memiliki jaringan di 
daerah itu, dan pembeli membayar barang yang dipesan setelah barang tersebut 
tiba di tempat; 
b. Transfer Bank 
Transfer Bank, jika memilih untuk membayar melalui transfer, dapat 
mentransfer uang ke rekening Penjual. Pembeli mentransfer (transfer dapat 
dilakukan dengan cara setor tunai, transfer via ATM atau melalui klikbca) jumlah 
yang di order paling lama 3 hari setelah melakukan transaksi dan mengirimkan 
bukti transfer via email atau melalui faks. Setelah dana yang ditransfer masuk dan 
bukti transfer di terima sanur, barang yang di pesan segera dikirimkan. 
c. Sistem Debit  
Sistem ini mengharuskan konsumen terlebih dahulu mempunyai rekening d 
suatu bank. Apabila ia akan melakukan suatu pembayaran maka pembayaran itu 
akan diambil dari rekening tersebut dengan cara di debit. Contoh dari sistem ini 
adalah: Bank Intenet Payment System (BIPS), FSTC Electronic Check (Echeck) 
(www.echeck.org), Open Financial Excahenge (OFX). 
d. Kartu Kredit (Credit Card) 
Kartu Kredit atau Credit Card adalah uang plastic yang diterbitkan oleh suatu 
institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas 
transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran 
dengan membayar sejumlah bunga (finance change) atau sekaligus pada waktu 
yang telah ditentukan. Nasabah hanya akan dikenai iuran tahunan yang besarnya 
ditetapkan oleh pihak bank.  
e. Uang digital (e-money) “Tunai” atau “electronic” “cash”/digital cash 
Sistem pembayaran baru seperti halnya uang digital ini hanya berhasil apabila 
keberadaanya diterima oleh banyak orang. Untuk meraih penerimaan ini semua 






C. Teori – Teori Perjanjian Sepakat dalam Jual-Beli 




a. Teori Kehendak  
Menurut teori ini perjanjian mengikat, jika kedua kehendak telah saling 
bertemu dan perjanjian mengikat atas dasar bahwa kehendak mereka (para pihak) 
patut dihormati. 
Prinsip yang dapat ditarik dari teori kehendak adalah suatu persetujuan 
yang tidak didasarkan atas suatu kehendak yang benar merupakan persetujuan 
atau perjanjian yang tidak sah. Konsekuensi hukum dari teori ini adalah: 
Pertama, kalau orang memberikan suatu pernyataan yang tak sesuai dengan 
kehendaknya, maka pernyataan tersebut tidak mengikat dirinya; Kedua, 
perjanjian tidak lahir atas dasar pernyataan yang tidak dikehendaki. Dengan 
demikian, menurut teori ini, pernyataan bisa mengikat apabila pernyataan itu 
didasarkan atas kehendak yang benar.  
Di era kemajuan teknologi yang sangat modern dewasa ini, pembuktian 
atas adanya perbedaan atau persamaan antara kehendak dengan pernyataan 
seseorang dalam mengadakan perjanjian sudah sangat mudah dilakukan. 
Misalnya, perjanjian atau kontrak melalui internet dan perjanjian lisan melalui 
handphone sudah sangat mudah dilakukan dengan cara memprint tulisan dalam 
internet dan hasil pembicaraan melalui handphone. Kemudian, menjadi lebih 
mudah lagi jika penawaran dan pernyataan memberi penawaran dilakukan melalui 
telegram dan surat, karena duplikat konsep penawaran melalui telegram tetap 
tersimpan dengan baik.  
Pertanyaannya kemudian, apakah pernyataan tidak diperlukan jika 
lahirnya perjanjian didasarkan pada kehendak? Tentu, pernyataan tetap 
merupakan keniscayaan yang sangat diperlukan, karena hanya melalui pernyataan, 
kehendak seseorang dapat diketahui atau dibaca, namun demikian kehendak 
seseorang itulah menjadi dasar pokok lahirnya perjanjian, buka pada 
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pernyataannya karena pernyataannya hanyalah sarana yang digunakan untuk 
mengetahui atau membaca kehendak yang sebenarnya dari seseorang.
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b. Teori Gevaarzetting 
Teori Gevaarzetting menekankan kepada perbuatan manusia atau pihak-
pihak dalam perjanjian bahwa setiap orang harus bertanggungjawab sendiri 
terhadap kekeliruan dari ucapan, tulisan, dan sikap atau isyaratnya. Prinsip dari 
teori tersebut menjadi logis karena siapapun yang melakukan kekeliruan dan 
membahayakan atau merugikan orang lain, maka ia harus bertanggung jawab.  
Dengan demikian, unsur dari teori ini bahwa setiap orang atau pihak harus 
menerima konsekuensi terhadap perbuatannya sendiri dalam bentuk kewajiban 
menanggung segala perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya, apabila teori ini 
dijadikan pegangan, maka setiap orang atau pihak dalam mengadakan perjanjian 
akan lebih berhati-hati menyatakan kehendaknya baik dalam bentuk lisan, tulisan, 
dana tau sikap dan isyarat sebagai wujud dari kehendaknya, karena teori ini tidak 
memperdulikan apakah orang atau pihak itu dalam menyatakan kehendaknya 
keliru atau tidak.  
c. Teori Pernyataan 
Jika Teori Kehendak menyatakan bahwa saat lahirnya perjanjian pada saat 
lahirnya “kehendak”, maka Teori Pernyataan merupakan kebalikannya yaitu 
bahwa kehendak seseorang tidak dapat diperpegangi sebagai patokan saat lahirnya 
kesepakatan dalam suatu perjanjian karena kehendak seseorang belum bisa dibaca 
atau diketahui sekaligus tidak dapat dibuktikan secara yuridis dan hanya melalui 
pernyataan seseorang dapat dipastikan kehendak seseorang. Misalnya, pihak yang 
menawarkan sesuatu kepada pihak lainnya, maka kehendak pihak lawannya untuk 
menerima tawaran itu dapat diketahui secara pasti ketika penerima tawaran 
tersebut dinyatakan secara tegas. Oleh karena itu, apabila pihak penawar 
menawarkan sesuatu melalui surat, telegram, internet dana tau handphone, maka 
nanti setelah pihak yang menerima tawaran tadi menyatakan penerimaannya 
barulah dinyatakan timbul kesepakatan. 
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d. Teori Kepercayaan 
Pada hakikatnya menyatakan bahwa yang menjadi dasar atau patokan 
lahirnya sepakat untuk lahirnya perjanjian adalah pernyataan seseorang yang 
dibatasi oleh apakah pihak lain tahu atau seharusnya tahu bahwa orang dengan 
siapa ia berunding adalah keliru. Jadi tekanan dari teori kepercayaan adalah 
keyakinan atau kepercayaan pihak penerima tawaran, apakah ia mempercayai atau 
menyakini kebenaran pernyataan pihak yang menawarkan sesuatu. 
Dengan demikian, Teori Kepercayaan tidak menekankan pada apakah 
pihak penerima tawaran mempercayai “apa yang dikehendaki” pihak yang 
menawarkan, akan tetapi menekankan pada “apa yang dinyatakannya”. 
 
2. Teori Perjanjian Jual-Beli melalui E-Commerce 
a. Teori Kemauan 
Dalam teori ini menjelaskan bahwa perjanjian telah terjadi apabila 
penawaran yang ada telah melahirkan kemauan penerima tawaran. Apabila 
penawaran dilakukan, maka kemauan pihak-pihak penerima penawaran 
dinyatakan telah lahir atau saat pihak penerima tawaran tersebut mulai menulis 
surat pernyataan telah menerima tawaran.  
b. Teori Saat Mengirim Surat Penerimaan 
Menekankan bahwa perjanjian dinyatakan terjadi pada saat surat 
pernyataan menerima tawaran oleh pihak penerima tawaran telah dikirim kepada 
pihak yang menawarkan. Teori ini menyatakan bahwa lahirnya kesepakatan 
adalah pada saat surat pengiriman jawaban yang isinya berupa penerimaan atas 
penawaran yang diterimanya dari pihak lain.
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c. Teori Saat Menerima Surat Penerimaan 
Teori ini menitik beratkan pada perjanjian telah lahir apabila pihak 
penawar telah menerima surat pernyataan menerima tawaran oleh pihak yang 
menawarkan.  
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d. Teori Saat Mengetahui Isi Surat Perjanjian 
Teori ini menekankan bahwa perjanjian baru dinyatakan lahir pada saat 
pihak yang menawarkan telah membuka dan membaca surat penerimaan dari 
pihak yang menerima tawaran.  
 
D. Keabsahan Perjanjian Jual-Beli E-Commerce 
Keabsahan adalah keabsahan perjanjian perdagangan atau kontrak 
perdagangan yang dibuat melalui sistem elektronik. Sudah menjadi kebiasaan jika 
setiap kesepakatan-kesepakatan transaksi perdagangan selalu dituangkan dalam 
sebuah perjanjian atau kontrak. Mengacu pada teori perdata pada umumnya, 
sebuah transaksi adalah perbuatan hukum yang melibatkan dua belah pihak yang 
saling membutuhkan dalam hal yang memiliki nilai ekonomis tertentu, dan  




Perjanjian dianggap sah secara hukum apabila persyaratan perjanjian baik 
secara subjektif mauun objektif telah terpenuhi. Jika salah satu syarat tidak dapat 
terpenuhi maka kontrak tersebut dapat dibatalkan apabila syarat subjektif tidak 
terpenuhi, atau dapat batal demi hukum jika syarat objektif tidak terpenuhi.  
Secara yuridis, syarat-syarat sahnya perjanjian telah termaktub dalam 
Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 4 hal agar perjanjian dianggap 
sah secara hukum, yaitu: 
1. Adanya kesepakatan para pihak; 
2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
3. Adanya sebab yang halal; 
4. Adanya objek tertentu. 
Implementasi dan teorisasi dan ketentuan KUHPerdata tersebut di atas, 
akan lebih mudah mendeteksi adanya ketidakterpenuhan persyaratan pada sistem 
perjanjian atau kontrak perdagangan yang dibuat secara konvensional dibandingka  
mendeteksi tidak terpenuhinya persyaratan pada perjanjian atau kontrak 
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elektronik. Hal ini dikarenakan dalam proses pembuatan kontrak perdagangan 
konvensional para pihak dimungkinkan sudah saling mengenal, saling bertatap 
muka atau setidaknya sudah tahu sama lain kecakapan hukum masing-masing 
pihak.  
Hal ini berbeda dengan perjanjian secara e-commerce, dalam hal ini pihak 
sangat dimungkinkan tidak bertemu atau bahkan tidak bertemu satu sama lain. Hal 
ini mempersulit pendeteksian tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya sahnya 
suatu kontrak. Siapa yang  bisa menjamin bahwa sebuah perjanjian e-commerce 
para puhak telah cakap hukum membuat kontrak? Lantas bagaimana pula jika 
sebuah kontrak yang telah dibuat ternyata batal demi hukum dikemudian hari 
karena obyek yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan 1320 
KUHPerdata? Hal-hal semacam ini tentunya harus diantisipasi agar tidak 




Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Jual-Beli e-commerce 
sebenarnya sama halnya dengan transaksi Jual-Beli yang biasa dilakukan secara 
konvensional, perbedaannya hanya terletak pada pertemuan para pihak yang 
melakukan jual-beli. Dalam transaksi e-commerce, pihak yang terlibat antara lain: 
1. Pelaku usaha atau penjual yang memasarkan produknya 
2. Konsumen atau pembeli yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, yang 
menerima tawaran ataupun barang dari pelaku usaha. 
3. Bank sebagai pihak penyalur dana, sebab dalam transaksi e-commerce 
pelaku usaha dan konsumen tidak dihadapkan secara langsung dan berada 
pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dilakukan melalui bank 
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. 
Implementasi transaksi jual beli secara e-commerce ini dilakukan tanpa 
adanya tatap muka para pihak yang terlibat, sehingga perjanjian jual-beli yang 
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terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik juga, baik berupa e-
mail ataupun bentuk lainnya.  
Dengan semakin banyaknya transaksi melalui e-commerce maka perlu 
juga ditentukan ketentuan hukum yang mengatur, sehingga pihak-pihak yang 
terlibat dalam transaksi e-commerce dapat mendapatkan perlindungan hukum jika 
suatu saat terjadi permasalahan dalam transaksi e-commerce. Sama halnya dengan 
bukti otentik seperti dokumen atau data atas perjanjian jual beli e-commerce, 
harus membutuhkan kekuatan hukum yang mengikat dan pasti, jika dilihat selama 
ini bukti otentik perjanjian sah yang diketahui apabila bukti tersebut tertuang jelas 
dalam kertas (hitam diatas putih). 
Dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang telah mengatur mengenai 4 syarat 
sah-nya perjanjian, hal ini otomatis juga berlaku dalam perjanjian jual-beli dalam 
transaksi e-commerce. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 47 Peraturan 




1. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik 
atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang 
dilakukan oleh para pihak. 
2. Kontrak elektronik dianggap sah apabila: 
a. Terdapat kesepakatan para pihak 
b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang 
mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
c. Terdapat hal tertentu, dan 
d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.  
Selain itu terdapat beberapa persyaratan tambahan dalam Pasal 48 sebagai 
berikut: 
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1. Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk 
Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. 
2. Kontrak elektronik yang dibuat dengan klausa baku harus sesuai dengan 
ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
3. Kontrak elektronik paling sedikit memuat: 
a. Data identitas para pihak; 
b. Objek dan spesifikasi; 
c. Persyaratan transaksi elektronik; 
d. Harga dan biaya; 
e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; 
f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat 
mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat 
cacat tersembunyi, dan 
g. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.  
Penentuan kecakapan seseorang dalam membuat transaksi e-commerce 
rentan akan menjadi kendala terbesar karena kedua pihak dalam transaksinya 
tidak bertemu secara langsung. Untuk itu, sebaiknya pelaku usaha memberikan 
batasan umur bagi konsumen untuk dapat melakukan transaksi e-commerce. 
Bagaimana pun, apabila syarat kecakapan ini dilanggar dan kedepannya ada pihak 











                                                             






A. Analisis Keabsahan Syarat Sah Perjanjian Jual-Beli Menurut 
KUHPerdata  
Pada umumnya, perjanjian lahir ditimbulkan dari hukum perikatan. 
Hukum perikatan ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban 
subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan. Istilah hukum perikatan 
merupakan terjemahan dari kata Verbintenissenrecht (Belanda), yang merupakan 
keseluruhan peraturan hukum yang mengatur perikatan (verbintenissen) dan diatur 
dalam Buku III KUHPerdata. Artinya, perjanjian merupakan salah satu sumber 
hukum dari Hukum Perjanjian selain daripada Undang-Undang dan Putusan 
Pengadilan. 
Dalam buku III tersebut, hukum perikatan mengenal tentang perjanjian 
jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan, perkumpulan, hibah, 
penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap atau abadi, untung-untungan, 
pemberian kuasa, penanggung utang, dan perdamaian. Semua hal tersebut 
merupakan perjanjian yang bersifat khusus atau dikenal dengan perjanjian 
nominaat, di mana perjanjian tersebut diatur dalam KUHPerdata. Istilah perjanjian 
berasal dari terjemahan kata overeenkomst (Belanda) atau contract (Inggris). 
Dalam KUHPerdata, ketentuan mengenai perjanjian atau kontrak ini diawali oleh 
Pasal 1313 KUHPerdata yang diatur dalam Bab Kedua Buku III KUHPerdata: 
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”  
 
Namun, definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah: (1) tidak jelas, 
karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas 
konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan 
di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan 
perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.
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Rumusan Pasal 1313 KUHPerdata ini tentang “kontrak atau perjanjian”. 
KRMT Tirtodiningrat,
64
 memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan 
hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk 
menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang. 
Oleh Setiawan,
65
 rumusan Pasal yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata ini 
selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap sebab hanya menyebutkan 
persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan 
“perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. 
Sehingga perlu ada perbaikan mengenai definisi Pasal 1313 tersebut, antara lain: 
1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang 
bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum; 
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 
1313 KUHPerdata; 
3. Sehingga perumusannya menjadi, “perjanjian adalah perbuatan hukum, 
di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” 
Sama halnya dengan menurut Suryodiningrat,
66
 bahwa definisi pasal 1313 
KUHPerdata ditentang beberapa pihak dengan alasan-alasan seperti: 
1. Hukum tidak ada sangkut pautnya dengan setiap perikatan, dan demikian 
pula tidak ada sangkut pautnya dengan setiap sumber perikatan, sebab 
apabila penafsiran dilakukan secara luas, setiap janji adalah persetujuan; 
2. Perkataan perbuatan apabila ditafsirkan secara luas, dapat menimbulkan 
akibat hukum tanpa dimaksudkan (misal: perbuatan yang menimbulkan 
kerugian sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum); 
3. Definisi Pasal 1313 BW hanya mengenai persetujuan sepihak (unilateral), 
satu pihak sajalah yang berprestasi sedangkan pihak lainnya tidak 
berprestasi (misal schenking atau hibah). Seharusnya persetujuan itu 
berdimensi dua pihak, di mana para pihak saling berprestasi; 
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4. Pasal 1313 KUHPerdata hanya mengenai persetujuan obligator 
(melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak), dan tidak berlaku bagi 
persetujuan jenis lainnya (misalnya: perjanjian liberatoir / membebaskan; 
perjanjian di lapangan hukum keluarga; perjanjian kebendaan; perjanjian 
pembuktian).  
 
Kemudian Pasal 1313 KUHPerdata menurut Purwahid Patrik
67
 memiliki 
beberapa kelemahan, antara lain: 
1. Definisi 1313 menyangkut mengenai perjanjian sepihak saja. Dapat 
dilihat dari rumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang atau lebih lainnya. Frasa “mengikatkan” adalah 
kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari 
kedua pihak. Sedangkan maksud perjanjian itu para pihak yang terlibat 
saling mengikatkan diri, sehingga tampak kekurangannya yang 
harusnya ditambah dengan rumusan “saling mengikatkan diri”.  
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa adanya consensus/kesepakatan, 
termasuk perbuatan mengurus kepentingan orang lain 
(zaakwaarneming) dan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige 
daad). Hal ini memperlihatkan bahwa perbuatan ini maknya luas dan 
menimbulkan akibat hukum; 
3. Pasal 1313 KUHPerdata perlu ditekankan bahwa mempunyai ruang 




 mengemukakan perjanjian obligator (yang 
menciptakan perikatan) merupakan sarana utama bagi para pihak untuk secara 
mandiri mengatur hubungan-hubungan hukum di antara mereka.  
Menurut Polak,
69
 suatu persetujuan tidak lain suatu perjanjian (afspraak) 
yang mengakibatkan hak dan kewajiban. 
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Beragam pengertian perjanjian atau kontrak yang telah dikemukakan oleh 
para-para Ahli melengkapi kekurangan dari definisi Pasal 1313 KUHPerdata. 
Sehingga secara menyeluruh pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan 
hukum. Di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selanjutnya definisi 
mengenai Paal 1313 KUHPerdata mengalami perubahan dalam Nieuw Burgerlijk 
Wetboek (NBW). Kontrak menurut NBW itu sendiri adalah perbuatan hukum 
yang bertimbal balik, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau 
saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.  
Mengenai definisi perjanjian atau kontrak telah tertuang dalam 1313 
KUHPerdata, yang selanjutnya di dalam KUHPerdata juga terdapat bagaimana 
sebuah perjanjian atau kontrak dapat dikatakan sah dan mengikat para pihak yang 
termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Pasal tersebut, ditegaskan 
bahwa syarat sah perjanjian meliputi 4 unsur yang seiring dengan perkembangan 
ilmu hukum, keempat unsur tersebut dibagi menjadi:  
1. Dua unsur pokok syarat yang pertama, dinamakan sebagai syarat 
subjektif. Hal ini mengenai pihak/orang atau subjeknya yang mengadakan 
perjanjian. Unsur ini mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas 
dari pihak-pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang melakukan 
perjanjian. 
2. Dua unsur pokok syarat yang terakhir, dinamakan sebagai syarat objektif. 
Hal ini mengenai unsur objek atau perjanjiannya sendiri dari perbuatan 
hukum yang dilakukan.  Unsur ini mencakup keberadaan dari pokok 
persoalan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang disepakati 
pihak-pihak haruslah sesuatu yang tidak dilarang menurut hukum.  
Perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam KUHPerdata ini juga 
mencakup sebagaimana  perjanjian khususnya dalam jual beli, baik secara 
konvensional maupun secara online atau e-commerce (transaksi e-commerce). 
Perjanjian jual beli online atau transaksi e-commerce ini sebenarnya tidak terlepas 
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dari konsep perjanjian yang telah terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata. 
Perjanjian jual-beli online atau transaksi e-commerce ini pada dasarnya sama 
dengan jual beli secara konvensional. Di mana adanya suatu kesepakatan jual beli 
yang terjadi ketika adanya barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas 
barang atau jasa tersebut.  
Bedanya hanyalah terkait media yang digunakan. Pada perjanjial jual beli 
secara konvensional para pihak yang terlibat harus bertemu langsung di suatu 
tempat guna menyepakati apa yang diperjual belikan, dan berapa harga atas 
barang yang diperjual-belikan, berbeda halnya dengan melalui online di mana 
proses transaksi memerlukan adanya media internet, sehingga dalam proses 
transaksi perdagangan terjadi tanpa harus pihak-pihak yang mengadakan transkasi 
bertemu secara langsung. Dan mengenai kesepakatan harga dapat dilakukan di 
mana saja tanpa mempertemukan pelaku usaha dan konsumen pada suatu tempat.  
Kesepakatan perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata dibagi menjadi 
syarat syarat Subjektif dan syarat Objektif, dapat dikemukakan dalam empat hal 
sebagai berikut: 
1. Kesepakatan (Toesteming/Izin) kedua belah pihak.  
Syarat yang pertama ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. 
Syarat ini memberi pengertian bahwa perjanjian dianggap telah lahir seketika saat 
disepakatinya perjanjian oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sepakat 
atau izin, dapat diartikan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus 
bersepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Perjanjian pada 
dasarnya bukan merupakan perbuatan hukum sepihak sehingga ketika suatu 
perjanjian telah disepakati, maka pada saat itu timbullah hak dan kewajiban bagi 
masing-masing pihak.
70
 Ada 5 cara terjadinya persesuaian kehendak, diantaranya 
dengan: 
a. Bahasa yang sempurna dan tertulis; 
b. Bahasa yang sempurna secara lisan; 
c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan; 
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d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya; dan 
e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan. 
Kesepakatan para pihak yang bertransaksi melalui online atau e-
commerce,  pihak yang memberikan penawaran adalah pelaku usaha, dan 
bertindak untuk menawarkan barang melalui situs website. Jadi, semua pengguna 
internet dapat mengakses untuk melihat penawaran tersebut untuk kemudian 
dibeli. Apabila pembeli tertarik untuk membeli suatu barang atau jasa, maka 
pembeli dalam hal ini konsumen hanya perlu mengklik barang atau jasa yang 
sesuai dengan keinginannya. Umumnya barang atau jasa ketika sampai di tujuan 
si konsumen paka pelaku usaha akan mengirim e-mail atau konfirmasi via telepon 
pesanan tersebut kepada customers.
71
 
2. Kecakapan bertindak72 
Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. 
Misalnya, jika seorang sebagai subjek hukum dianggap cakap berarti ia memiliki 
hak dan kewajiban untuk bertindak dalam perbuatan hukum. Orang-orang yang 
akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai 
wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh 
undang-undang  
Dalam pasal 330 KUHPerdata ditegaskan bahwa belum dewasa adalah 
mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu 
telah kawin. Sebagai orang yang belum dewasa, tidak cakap untuk membuat suatu 
perjanjian: 
a. Orang-orang yang belum cukup usia; 
b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan 
c. Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah 
melarang membuat perjanjian tertentu.  
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Artinya menurut Pasal 330 KUHPerdata, seorang oleh hukum dianggap 
tidak cakap melakukan perjanjian, jika orang tersebut belum berumur 21 Tahun, 
kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang 
berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal 
dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau 
pemboros.   
Sophar Maru Hutagalung dalam bukunya Kontrak Bisnis di ASEAN juga 
mengemukakan kecakapan dalam KUHPerdata terdapat dua istilah, yaitu tidak 
cakap (onbekwaam) dan tidak berwenang (onbevoegd).
73
 Orang dewasa yang 
termasuk dalam onbekwaam menurut hukum ialah yang berada di bawah 
pengampuan, diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata, antara lain: 
a. Orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, tolol, atau bodoh 
b. Orang dewasa yang berada dalam keadaan gila 
c. Orang dewasa yang berada dalam keadaan sakit ingatan, sakit otak, atau mata 
gelap 
d. Orang deawasa yang dapat ditempatkan di bawah pengampuan karena 
keborosannya. 
Sedangkan mengenai tidak berwenang (onbevoegd) yaitu seseorang yang 
pada umumnya cakap, namun untuk perbuatan hukum tertentu dinyatakan tidak 
dapat bertindak tanpa kuasa pihak ketiga.  
Suatu perjanjian pada dasarnya dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, 
tanpa adanya pihak-pihak bersepakat maka perjanjian dianggap tidak lahir. Maka 
setiap orang yang membuat perjanjian tersebut harus paham kepada siapa dia 
membuat perjanjian dan paham mengenai kondisi serta status pihak yang terlibat 
dalam perjanjian, sebab perjanjian penuh dengan pertanggung-jawaban. 
Kecakapan merupakan salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian. Dapat diambil 
makna bahwa cakap menurut hukum adalah orang dewasa sedangkan anak-anak 
dianggap belum cakap. Apalagi ketika melakukan perjanjian jual-beli secara 
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online atau e-commerce yang tidak mewajibkan para pihak bertemu secara 
langsung sehingga sulit untuk mendeteksi kecakapan para pihak.  
Dalam Pasal 330 KUHPerdata telah dijelaskan kecakapan seseorang 
diukur ketika pihak telah berumur 21 tahun atau kurang, selama sehat pikirannya 
ataupun sudah menikah. Jadi baik pihak yang telah berumur 21 tahun ataupun 
dibawah usia yakni dibawah 21 tahun tetapi perjanjian yang dibuatnya dapat 
dipertanggung jawabkan secara penuh. Sehingga dalam perjanjian, anak-anak 
yang membuat perjanjian tetap dianggap sah selama tidak merugikan kedua belah 
pihak. Anak dibawah usia ketika melakukan proses jual-beli barang secara 
konvensional, selama dia tidak merugikan kedua belah pihak maka perjanjian jual 
beli tersebut dianggap sah. Hal ini pula berlaku pula dalam jual-beli e-commerce, 
anak dibawah umur bisa membeli suatu barang atau jasa yang ditawarkan pelaku 
usaha karena antara pelaku usaha dan konsumen tidak bertemu secara langsung.  
3. Adanya Objek Perjanjian (Onderwerp der Overeenkomst) 
Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi 
kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor. Berdasarkan Pasal 1234 
KUHPerdata, prestasi terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negatif, prestasi 
itu terdiri atas: 
a. Menyerahkan sesuatu/memberikan sesuatu; 
b. Berbuat sesuatu; dan 
c. Tidak berbuat sesuatu. 
Dalam jual-beli secara konvensional, barang yang ditawarkan oleh pihak 
penjual dapat dilihat secara langsung sehingga jelas dan penyerahannya juga 
dilakukan secara langsung. Sedangkan jual-beli e-commerce, barang yang 
ditawarkan diunggah di situs sehingga barang ditunjukkan berupa video atau 
gambar foto sehingga yang mengakses barang tersebut bisa melihat barang 
tersebut secara langsung apabila sudah terjadi penyerahan barang setelah 
mengklik ‘beli’ pada situs tersebut. Jadi baik jual-beli secara konvensional 
ataupun e-commerce, barang atau jasa yang diperjual-belikan harus memenuhi 





4. Adanya Causa yang Sah (Geoorloofde Oorzaak) 
Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan 
pengertian orzaak (causa yang halal) di dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya 
ditegaskan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Causa 
yang sah termasuk dalam syarat Objek perjanjian
74
 istilah lain mengenai syarat 
objektif yang satu ini juga dikenal dengan sebab yang dilegalkan, yang berarti isi 
perjanjian oleh pihak-pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, 
kepentingan umum, maupun kesusilaan.   
Melaksanakan perjanjian jual beli online atau e-commerce, adanya suatu 
perjanjian harus dilakukan dengan prinsip iktikad baik. Dalam penerapan 
transaksi e-commerce, masing-masing pihak yang terlibat harus didasari oleh 
iktikad baik dalam mengadakan perjanjian. Asas iktikad baik adalah hal yang 
penting sebab pada dasarnya konsumen harus mendapat informasi yang akurat 
dan jelas mengenai barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha 
beriktikad baik untuk menjelaskan secara mendetail barang atau jasa yang akan 
dibeli oleh konsumen.  
Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara 
konsumen dan pelaku usaha. Sehingga prinsip ini memiliki peran besar dalam 
mengadakan perjanjian, termasuk dalam perjanjian jual-beli online atau e-
commerce. Hal ini tentu dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktek 
penipuan serta hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.  
Dalam Pasal 1338 KUHPerdata telah dijelaskan mengenai asas iktikad 
baik. Melihat dari ketentuan Pasal tersebut, iktikad baik merupakan prinsip yang 
wajib dimiliki dan dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersepakat didalam perjanjian. 
Prinsip iktikad baik ini dapat pula diartikan pihak-pihak dalam suatu perjanjian 
yang akan disepakati, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau 
informasi selengkap-lengkapnya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain 
dalam hal menyepakati perjanjian atau tidak.  
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 5 samapi dengan Pasal 15 
menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat 
bukti hukum yang sah, perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum 
Acara yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE juga telah 
memberikan kedudukan Kontrak Elektronik yaitu “Perjanjian Para Pihak yang 
dibuat melalui sistem elektronik”. Penjelasan mengenai sistem elektronik juga 
dijelaskan secara rinci pada Pasal 1 angka 5mewajibkan pelaku usaha agar 
memberikan  informasi yang jelas serta lengkap,yang termuat pada Pasal 9 yang 
berbunyi:  
“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus 
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat 
kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”  
 
Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” ialah: 
a. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan 
kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara, maupun 
perantara. 
b. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya 
perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti 
nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa. 
Dari uraian diatas, jelas bahwa prinsip iktikad baik adalah prinsip yang 
sangat penting, dan harus dimiliki oleh semua pihak yang terlibat ketika 
mengadakan perjanjian, sehingga perjanjian jual-beli secara online atau e-
commerce pun harus menganut prinsip iktikad baik.  
Setelah disahkan dan diberlakukan UU ITE merubah tatanan masyarakat 
dari yang awalnya bersifat konvensional menjadi secara online. Namun hal ini 
masih berkenaan dengan masih adanya rasa kekhawatiran dan keragu-raguan 
mengenai keabsahan dari perbuatan hukum e-commerce apalagi mengenai 
terpenuhinya unsur subjektif dan objektif, khususnya mengenai kecakapan para 
pihak yang terlibat dikarenakan para pihak tidak perlu bertemu secara langsung. 




tandatangan dan capnya yang dibuat melalui internet terhadap hak dan kewajiban 
para pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, secara materiil pengaturan mengenai 
infomasi elektronik, dokumen, dan tanda tangan elektronik tersebut telah diatur 
dalam UU ITE, yang mana dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa: 
a. Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya 
merupakan alat bukti hukum yang sah. 
b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti 
yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. 
c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila 
menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang ini. 
d. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: 
1) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; 
dan; 
2) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat 
bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. 
 
Pada Pasal 6 UU ITE juga terdapat hal ketentuan lain selain yang diatur 
dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu Informasi harus berbentuk 
tertulis atau asli, Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah 
sepanjang Informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, 
dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat 
menerangkan suatu keadaan.  
Dengan menggunakan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata sebagai dasar 
dari pengaturan perjanjian jual-beli e-commerce menjadi syarat sahnya perjanjian 
yang terdapat dalam KUHPerdata, dan juga adanya ketentuan perundang-
undangan khusus yang mengatur mengenai segala bentuk penyelenggaraan sistem 
elektronik seperti jual-beli e-commerce sehingga perjanjian jual-beli online dapat 
diterapkan dan serta dapat diyakini keabsahannya sebagaimana apa yang telah 
tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata.  
Dalam pelaksanaan jual beli atau transaksi e-commerce, para pihak yang 
tidak bertemu secara langsung, unsur dari 1320 KUHPerdata yaitu kecakapan 
merupakan permasalahan tersendiri karena sukar untuk mengetahui pihak yang 






 Namun, ketika ada salah satu pihak yang mengadakan suatu 
perjanjian jual-beli online atau e-commerce dan belum cukup usia, maka 
perjanjian tersebut tetap sah. Secara subjektif memang tidak terpenuhi, namun 
perjanjian tersebut tetap dikatakan sah sepanjang kedua belah pihak mampu 
bertanggung-jawab dan paham atas apa yang telah disepakati.  
Kemudian, apabila kedua belah pihak sama-sama mengedepankan prinsip 
iktikad baik. Sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, menyatakan 
bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Iktikad baik pada 
waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, maka iktikad baik dalam tahap 
pelaksanaan yaitu, perjanjian adalah kepatutan yaitu penilaian terhadap tindak 
tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang diperjanjikan. Sehingga 
dapat memberi kepastian hukum mengenai isi perjanjian yang tidak selalu 
dinyatakan secara jelas. Dengan demikian, iktikad baik merupakan hal yang 
paling penting dalam melaksanakan perjanjian.
76
 Perjanjian tersebut juga dapat 
dikatakan sah apabila selama apa yang diperjanjikan atau diperjual-belikan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar norma dan 
perundang-undangan. Sebab hal tersebut menyangkut syarat objektif dimana 
apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian dinyatakan batal demi 
hukum.  
Menyangkut syarat subjektif ini, maka perjanjian dapat dibatalkan ketika 
salah satu pihak merasa dirugikan atau terjadi wanprestasi. Oleh sebab itu dalam 
perjanjian jual beli online atau e-commerce terdapat kontrak elektronik, dimana 
kontrak elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mengklaim 
pihak-pihak yang telah wanprestasi dalam perjanjian online. Jadi selama pihak 
mampu bertanggung jawab, mengedepankan prinsip iktikad baik, dan 
perjanjiannya suatu sebab yang diperbolehkan sekalipun pihak tersebut adalah 
anak dibawah usia maka perjanjian tersebut tetap sah di hadapan hukum.  
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B. Analisis Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Bertransaksi E-
Commerce 
Dalam melaksanakan transaksi jual-beli secara e-commerce, dapat 
dilakukan berdasarkan kontrak elektronik sebagai bentuk kesepakatan yang telah 
dilakukan dan disepakati oleh para pihak-pihak. Suatu kontrak elektronik 
dianggap sah apabila telah memenuhi unsur-unsur: 
1. Terdapat kesepakatan para pihak 
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3. Terdapat hal tertentu, dan 
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.  
Keabsahan suatu perjanjian atau kontrak tergantung kepada pemenuhan 
syarat-syarat kontrak. Apabila terpenuhi, utamanya adalah adanya kesepakatan 
atau persetujuan antara para pihak. Dimana dalam unsur-unsur yang harus 
terpenuhi dalam sah nya kontrak elektronik ini juga selaras dengan Pasal 1320 
KUHPerdata. Yang paling menonjol dalam transksi e-commerce ialah adanya 
hubungan yang erat dalam terjadinya kesepakatan dengan penerimaan atas data 
message yang memuat kesepakatan itu.  
Untuk mengantisipasi dan menghilangkan kendala hukum bagi konsumen 
dalam transaksi e-commerce di Indonesia, maka semua transaksi e-commerce 
selama memenuhi syarat yang terdapat dalam 1320 KUHPerdata diakui sebagai 
kontrak yang mengikat para pihak. Selanjutnya telah diketahui bahwa adanya 
payung hukum dengan diberlakukannya peraturan khusus mengenai implementasi 
transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan Pasal 1 angka 17 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur bahwa kontrak elektronik 
mengatur perjanjian yang mengikat para-para pihak.  
Pada Pasal 18 UU ITE ditentukan pula bahwa: 
1. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik 




2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku 
bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. 
3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi 
Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada hukum 
perdata Internasional. 
4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, 
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya yang 
berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi 
elektronik internasional yang dibuatnya. 
5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan  forum tersebut, penetapan 
kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa 
alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin 
timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata 
Internasional. 
6. Beranjak dari isi ketentuan Pasal 18 tersebut, dapat dikemukakan 
bahwa setiap transaksi elektronik harus dibuatkan dalam bentuk 
kontrak elektronik yang mengikat para pihak.   
Selanjutnya terdapat peraturan lain mengenai perlindungan bertransaksi 
secara e-commerce. Hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 46 
ayat (1) PP No. 82 menjelaskan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak 
memberikan akibat hukum para pihak. Sehingga, ketentuan ini memberikan 
kepastian dan perlindungan hukum kepada kepada para pihak, bahwa perjanjian 
yang dilakukan secara elektronik mengikat para pihak dan memiliki akibat hukum 
sama seperti perjanjian secara konvensional. Para pihak yang melakukan 
perjanjian secara e-commerce wajib memperhatikan: 
1. Iktikad baik; 
2. Prinsip kehati-hatian; 
3. Transparansi; 
4. Akuntabilitas; 




Jual beli secara konvensional, hubungan hukum yang terjadi ialah hanya 
melibatkan antara dua pihak saja. Baik perjanjian secara konvensional ataupun 
secara elektronik, para pembeli dan penjual juga akan dilindungi oleh Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan 
hak-hak konsumen sebagai berikut:
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1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam 
mengomsumsi barang dan/atau jasa. 
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan. 
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dan mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa. 
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakannya. 
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara 
tidak diskriminatif. 
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnnya. 
 
Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, dinyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha sebagai berikut: 
1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.  
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 
                                                             




3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif 
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku. 
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. 
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan  
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian. 
 
Pada Pasal 5 UUPK, Konsumen memiliki kewajiban sebagai berikut: 
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 
keselamatan. 
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa. 
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut.  
 
Saat bersamaan, Pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang harus 
dilindungi, dimana ini merupakan bagian dari kewajiban konsumen
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Pasal 5 UUPK: 
                                                             




1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tikar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan. 
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beriktikad tidak baik. 
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen 
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan. 
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
Terlepas dari ketentuan yang telah diatur dalam UU Perlindungan 
Konsumen, kontrak e-commerce menggunakan digital signature juga mengalami 
kendala hukum sebagai alat bukti, sebab dalam hukum yang berlaku di Indonesia 
masih menerapkan Pasal 164 HIR dan 1866 KUHPerdata dengan lima alat bukti 
yang dapat diajukan ke persidangan jika sewaktu-waktu pihak yang terlibat 
wanprestasi. antara lain: 
1. Bukti Tulisan 




Ketentuan alat bukti yang menyebutkan alat bukti secara limitative ini 
perlu direvisi sehingga dapat mengakomodasi eksistensi dan peranan alat bukti 
elektronik dalam bertransaksi e-commerce. Alat bukti elektronik harus diakui 
keabsahannya dan kekuatan hukumnya, dan harus dituangkan dalam regulasi 
setingkat undang-undang. Pengaturan tentang sistem hukum pembuktian e-
commerce di negara kita masih menggunakan ketentuan yang berada di 




tentang Dokumen Perusahaan telah menjangkau kearah pembuktian di mana data 
elektronik diakui keberadaannya. 
Selain mengenai dari adanya peraturan yang telah dipaparkan diatas, 
dalam proses bertransaksi, pelaku usaha harus memberikan jaminan terhdap 
produk yang diproduksinya. Secara umum, ada dua kategori jaminan bagi 
konsumen, yaitu legal guarantees yang menciptakan remedy bagi konsumen 
barang atau jasa apabila pelaku usaha tidak memenuhi kontrak; dan commercial 
guarantees , yang menciptakan remedy bagi konsumen barang atau jasa yang 
tidak memenuh janji langsung dari pelaku usaha pada saat transaksi.  
Perlindungan hukum bagi konsumen bermaksud memberikan 
perlindungan bagi konsumen, yang meliputi hukum dalam pemberian informasi 
tentang produk bagi konsumen dan hukum yang mengatur tanggung jawab pelaku 
usaha terhadap produk yang diproduksinya. Hukum Product Liability , tanggung 
jawab perdata dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat 
menggunakan produk yang dihasilkannya. Pelaku usaha bertanggung jawab 
memberikan ganti rugi atas: 
1. Kerusakan 
2. Pencemaran 
3. Kerugian konsumen akibat mengkomsumsi barang yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produk yang menganut prinsip 
tanggung jawab mutlak dalam mengantisipasi kecenderungan dunia dewasa ini 
yang lebih menaruh perhatian pada perlindungan konsumen dari kerugian yang 
diderita akibat produk yang cacat. Hal ini disebabkan karena sistem hukum yang 
berlaku dewasa ini dipandang terlalu menguntungkan pihak pelaku usaha, 
sementara pelaku usaha memiliki posisi ekonomis yang lebih kuat. Apalagi dalam 
bertransaksi e-commerce penerapan tanggung jawab mutlak lebih memberikan 
perlindungan hukum bagi konsumen  dalam bertransaksi.  
Mengenai hukum product liability, pihak korban atau hal ini konsumen 
yang akan menuntut kompensasi pada dasarnya hanya diharuskan menunjukkan 




pelaku usaha. Kedua, bahwa cacat tersebut telah menyebabkan atau turut 
menyebabkan kerugian atau kecelakaan. Ketiga, adanya kerugian. Tetapi, juga 
diakui pula secara umum bahwa pihak konsumen harus menunjukkan pada waktu 
terjadinya kerugian, produk tersebut pada prinsipnya berada dalam keadaan 
seperti waktu diserahkan oleh pelaku usaha. 
Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak, diharapkan para 
pelaku usaha menyadari bahwa penting menjaga kualitas produk-produk yang 
dihasilkannya, sebab bila tidak, selain akan merugikan konsumen juga akan 
sangat beresiko yang harus ditanggungnya. Pelaku usaha akan lebih berhati-hati 
dalam memproduksi barang sebelum dilempar ke pasaran atau hal ini situs 
sehingga konsumen baik dalam maupun luar negeri tidak akan ragu membelinya. 
Berlakunya prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum tidak berarti pihak 
pelaku usaha tidak mendapat perlindungan. Pihak pelaku usaha juga dapat 
mengasuransikan tanggung jawabnya sehingga secara ekonomis dia tidak 
mengalami kerugian yang berarti. Selain dengan adanya perlindungan seperti 
amanah UU Perlindungan Konsumen, adanya sah keabsahan serta perlindungan 
bertransaksi ini ditambah dengan berlakunya UU Informasi dan Transaksi 
Elektronik, menjadikan UU ini telah mengatur apa saja hak dan kewajiban 
konsumen serta pelanggaran dalam dunia maya dengan menggunakan sistem e-
commerce.  
Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang mengadakan 
sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi Informasi yang bisa 
menimbulkan kerugian. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang 
menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi 
yang berakibat merugikan masyarakat. Gugata perdata dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan yang berlaku baik apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan 
melawan hukum.  
Pasal 45 UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat 
ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela 




Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimaksud ialah dapat melalui 
BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tugas dan 
wewenangnya meliputi pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa 
konsumen, dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, yang selain sebagai 
media penyelesaian sengketa juga dapat menjatuhkan sanksi administrative bagi 
pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi 
pelaku usaha.  
Jika dalam bertransaksi e-commerce tersebut berlangsung di antara pihak 
khususnya perseorangan, dan penduduk dari dua negara yang berbeda, maka akan 
timbul masalah dalam penyelesaian sengketa, apakah akan dilakukan dengan 
penerapan hukum negara Tergugat atau Penggugat atau negara si Pelaku Usaha 
atau negara dari Konsumen. 
Pun mengenai pilihan pengadilan atau suatu badan arbitrase yang akan 
memeriksa sengketa tersebut, apabila para pihak tidak menentukan pilihan 




Masalah yuridiksi atau tempat di mana terjadinya transaksi, masalah 
pilihan hukum atau pilihan forum, transaksi secara elektronik tidak 
mendefinisikan tempat dimana transaksi itu terjadi. Hal ini sangat penting secara 
yuridis, karena berkaitan dengan yuridiksi pengadilan yang berwenang jika timbul 
sengketa dan masalah pilihan hukum. Oleh sebab pihak yang melakukan transaksi 
ini berada pada negara atau kota yang berbeda, sementara isi dan ketentuan saat 
kesepakatan secara online dibuat tidak secara tegas dan jelas menunjuk atau 
memuat pilihan hukum, maka menjadi persoalan hukum negara atau hakim 
manakah yang berwenang mengadili, jika dikemudian hari terjadi sengketa antara 
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Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil 
kesimpulan antara lain: 
1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dinyatakan sah dan dinyatakan 
lahir saat tercapainya suatu kesepakatan. Sama halnya kontrak secara 
elektronik, dimana dalam hal ini persesuaian kehendak tersebut tidak 
mengharuskan kedua belah pihak bertemu secara langsung dan kontrak 
yang diharuskan dibuat secara tertulis. Perjanjian jual-beli elektronik 
atau e-commerce secara online pada dasarnya sama dengan jual beli 
secara konvensional, dengan mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata, 
menggunakan media elektronik sehingga kontrak tidak terwujud secara 
tertulis. Pasal 333 KUHPerdata menyatakan cakap adalah orang 
dewasa, baik yang berumur 21 tahun ataupun yang telah menikah, dan 
anak-anak dianggap belum cakap. Namun berbeda halnya dengan 
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan 
dewasa ketika berumur 18 Tahun atau telah menikah. Ketika suatu 
perjanjian e-commerce dilakukan oleh pihak yang salah satunya di 
bawah usia, perjanjian tersebut dianggap sah selama tidak merugikan 
kedua belah pihak, dan pihak yang di bawah usia tersebut paham 
mengenai perjanjian yang harus terpenuhi serta bertanggung jawab 
atas apa yang telah disepakati. Akibat hukum perjanjian e-commerce 
adalah sah menurut hukum selama memenuhi syarat perjanjian 1320 
KUHPerdata. Syarat satu dan dua disebut sebagai syarat subjektif 
sebab menyangkut person atau orang itu sendiri. Jika syarat 1 dan 2 
tidak terpenuhi, maka perjanjian tetaplah sah, hanya saja dapat 
dibatalkan hingga sewaktu-waktu terjadi wanprestasi. Maka perjanjian 
tersebut tetaplah sah di hadapan hukum. Syarat 3 dan 4 perjanjian ialah 




Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dinyatakan batal demi 
hukum yang artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada.  
2. Transaksi jual-beli secara e-commerce dapat dilakukan dengan kontrak 
elektronik sebagai bentuk kesepakatan yang telah dilakukan dan 
disepakati oleh para pihak. Untuk mengantisipasi dan menghilangkan 
kendala hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce di 
Indonesia, maka semua transaksi e-commerce selama memenuhi syarat 
yang terdapat dalam 1320 KUHPerdata diakui sebagai kontrak yang 
mengikat para pihak. Adanya payung hukum dengan berlakunya 
peraturan khusus mengenai implementasi transaksi elektronik yaitu 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (ITE). Dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
khusunya Pada Pasal 46 ayat (1) PP No. 82 menjelaskan transaksi 
elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum para 
pihak. Sehingga, ketentuan ini memberikan kepastian dan 
perlindungan hukum kepada kepada para pihak, bahwa perjanjian yang 
dilakukan secara elektronik memiliki akibat hukum seperti perjanjian 
secara konvensional. Ketika ada permasalahan mengenai e-commerce, 
maka bisa diselesaikan dengan cara mediasi atau penyelesaian lainnya 
diluar pengadilan. Keabsahan perjanjian jual beli secara e-commerce 
oleh pihak yang berbeda sistem hukummnya tetaplah sah. Wlaupun 
beda sistem hukumnya, perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan 
terlebih dahulu antara para pihak. Para pihak yang terlibat dapat 
menentukan hukum mana yang menjadi dasar pelaksanaan e-
commerce serta menjadi kesepakatan kedua belah pihak apabila terjadi 
sengketa dikemudian hari. Apabila tidak menentukan pilihan hukum, 
maka harus mengikuti pemberlakuan asas dan teori dalam Hukum 







1. Ketentuan mengenai Pasal 1320 KUHPerdata yang telah mengatur 
bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian, yang 
apabila terpenuhi syarat tersebut maka perjanjian dianggap sah dan 
mengikat para pihak. Ketentuan mengenai tidak jelas dan tegas 
perjanjian jual beli secara online di Indonesia sendiri masih 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan resiko yang tinggi bagi 
pelaku usaha juga bagi konsumen. Bentuk kontrak secara e-commerce 
sendiri sebenarnya sangat berbeda dengan kontrak yang dilakukan 
secara konvensional. Misalnya saja pada Pasal 15 Undang Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap 
penyelenggara sistem elektronik secara andal dan aman serta 
bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik 
sebagaimana mestinya. Berdasarkan Pasal 15 tersebut, masih terbuka 
adanya kemungkinan terjadi wanprestasi. Perlu adanya regulasi baru 
mengenai aturan pelaksanaan kontrak secara elektronik atau merevisi 
kembali peraturan yang mengatur secara khusus penyelenggaraan 
sistem elektronik. Sebab ketentuan dalam KUHPerdata dan Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya 
mengikuti perkembangan zaman dan belum bisa menjamin kontrak 
yang dilakukan melalui media internet secara keseluruhan, khususnya 
tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti pembayaran. 
2. Perjanjian jual-beli e-commerce, berdasarkan asas Lex Specialist 
Derogat Legi Generali, sehingga tentang cakap usia berpacu pada 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan mengenyampingkan 
kecakapan di KUHPerdata. Dalam melaksanakan jual beli secara 
online, zaman sekarang di market place perlu untuk menginput batas 
usia bagi konsumen yang ingin melaksanakan transaksi, misalnya 
dengan memasukkan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai 




hukum, sehingga dapat diketahui bahwa pihak yang akan mengadakan 
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